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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTT O:

© “@eginilah kamu, kamu seRalian adalah orang-orang yang berdebat untuk,
(membela) mereka dalam Rehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan
mendebat Allal untuk (membela) mereka pada hari Riamat ? Atau siapakah
yang jadi pelindung mereRa (tetfiadap siksa Allak) ?” (Q.S. AN Nisaa’: 109)

® “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.
Dan sesungguhnya akfiirat itulaf yang sebenarmya Refidupan Ralau mereRa
mengetahui.” (Q.S. AL Ankabut: 64)
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini jumlah penduduk semakin meningkat dalam setiap
tahunnya. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia, tempat tin;gal atau
rumah merupakan salah satu kebutuhan yang terpenting untuk menunjang
kehidupan dan sebagai kebutuhan pokok disamping kebutuhan akan sandang
dan pangan manusia yang biasa disebut kebutuhan primer. Rumah selain
sebagai tempat berteduh juga merupakan tempat tinggal dan menetapnya
seseorang. Uniuk menentukan dimanakah domisili seseorang biasanya juga
ditentukan berdasarkan dimanakah wilayah tinggalnya berada. Dengan adanya
pertambahan penduduk yang sangat cepat dan terutama di kota-kota besar,
masalah kekurangan akan perumahan menjadi lebih parah lagi, sedangkan
untuk membangun dengan cepat perumahan/rumah-rumah baru yang
merupakan satu-satunya jalan yang paling efektif belum secara merata dapat
di bangun oleh pemerintah karena melihat kebutuhan-kebutuhan lainnya yang
masih perlu diprioritaskan.

Bagi mereka golongan masyarakat menengah kebawah untuk
memperoleh sebuah rumah bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan karena
harga perumahan yang begitu tinggi sehingga sangatlah sulit bagi mereka
untuk menjangkaunya. Lebih-lebih untuk menempati perumahan yang bersih
dan sehat juga dirasa sulit untuk dipenuhi. Sedangkan bagi golongan

masyarakat menengah ke atas kebutuhan akan perumahan bukanlah sesuatu



4 masélah yang penting, sebab dengan mudah mereka dapat melakukan jual beli
perumahan.

Dari sanalah dapat dilihat kesenjangan sosial masyarakat yang sangat
mencolok. Untuk itu demi mewujudkan kesejahteraan yang merata, khususnya
dalam bidang perumahan dan pemukiman sebagaimana yang dicita-citakan
oleh pemerint'ah yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera maka
-pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk segera mulai mengusahakan
terwujudnya kesejahteraan | tersebut. Pemerintah menginsafi sedalam-
dalamnya bahwa salah satu cara untuk mengatasi kesulitan perumahan pada
dewasa ini adalah menambah jumlah perumahan yang ada dengan membuka
kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara dan badan-badan swasta
disamping pembangunan perumahan yang diselenggarakan pemerintah
melalui Perum Perumnas, serta memberikan kebebasan kepada pemilik untuk
meneﬁpati, mempergunakan rumah yang dibangun baik untuk dirinya sendiri
maupun érang lain.

" Dengan adanya pertambahan penduduk yang sangat cepat dan
terutama di kota-kota besar, masalah kekurangan akan perumahan menjadi
lebih parah lagi, sedangkan untuk membangun dengan cepat
perumahan/rumah—rumah baru yang merupakan satu-stunya jalan yang paling
efektif belum secara merata dapat dibangun oleh pemerintah karena melihat
kebutuhan-kebutuhan lainnya yang masih perlu diprioritaskan.

Sadar kesulitan akan kebutuhan perumahan dan pemukiman tersebut
maka pemerintah, bekerja sama dengan Perum Perumnas dan perusahaan
milik swast'a khususnya yang bergerak dalam bidang perumahan bermaksud

untuk mengatasi masalah ini.



Persoalan perumahan adalah multikompleks, pemerintah menjelaskan
pula bahwa masalah pembangunan perumahan tidak cukup dengan
pengumpulan modal dan tenaga kerja saja. Pemecahannya memerlukan suatu
penelitian dan perencanaan yang seksama. '

Dengan adanya pembangunan perumahan kemudian dilanjutkan penjualan
mM maka svatu perbuatan hukum dapat terjadi yaitu yang disebut dengan
jual beli perumahan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUI1 Perdata), tertera dalam
Pasal 1457 yang dinamakan Jual Beli sendiri yaitu:

Juai Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan. ?

Pada pelaksanaan jual beli rumah suatu permasalahan dapat timbul
dengan adanya perjanjian tersebut. Permasalahan-permasalahan tesebut
muncul disebabkan berbagai alasan., Permasalahan tersebut diantaranya

" adalah: adanya keterbatasan dana dari pihak pembeli dan calon pembeli untuk
membayar harga perumahan secara kontan sehingga bagi golongan
masyarakat terténtu (menengah ke bawah) akan lebih mudah untuk mendapat
rumah yémg dirasa sulit. Serta bagaimana sebenarnya prosedur kepemilikan
atas rumah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor Perumahan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam
serta lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kegiatan jual beli rumah di

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahar Nasional (PERUM

PERUMNAS) Regional V Semarang ini dalam rangka membantu kegiatan

D Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Perumahan Dan
Peraturan Sewa- Menyewa, Penerbit Alumni Bandung Kotak Pos 272, 1985, Halaman 38.

2 R_ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Prodnya Paramita,
Jakarta, 1992, Halaman 305.



pemerintah menyediakan perumahan yang layak dengan harga yang mudah

terjangkah demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata. _
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pelaksanaan

Jual Beli Rumah dan Permasalahannya di PERUM PERUMNAS Regional V

Semarang”.

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

a. Pembatasan Masalah
Mengingat arti pentingnya kebutuhan akan perumahan dewasa ini, maka
dalam penelitian ini hanya dibatasi sebagaimana judul di atas.

b. Perumusan Masalah
Agar sasaran mencapai tujuan yang diinginkan maka dibuatlah perumusan
sebagai berikut :
1) Bagaimana proses pelaksanaan jual beli rumah di PERUM PERUMNAS

Regional V Semarang ?

2) Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam jual beli rumah di

Perum Perumnas Regional V Semarang serta cara penyelesaiannya ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana cara mcmperoleh rumah dengan mudah
dan mendapatkan keringan dalam pembayaran.
b. Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang

timbul dari perjanjian jual beli rumabh.



2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pada khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya

hukum jual beli rumah.

b. Secara Praktis

1)

Bagi Pemerintah
Sebagai masukan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pembinaan
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman dalam membina dan

mengawasi pelaksanaan jual beli rumah.

2) Bagi Masyarakat
Sebagai informasi bagi masyarakat untuk dapat mengetahui
bagaimana pelaksanaan jual beli rumah serta penyelesaian
permasalahannya di PERUM PERUMNAS Regional V Semarang.

3) Bagi Peneliti
Sebagai perbandingan antara teori di bangku kuliah dengan praktek
di lapangan.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah

metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada

ilmu hukum, namun disamping itu juga mempergunakan kaidah-kaidah




Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas
Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan
Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana (KP-RS).
4, Metode Analisis Data
Metode 'ana.lisis data yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu
metode -kualitatif yakni seluruh dari data yang diperoleh dianalisis dan
. didukung oleh teori yang relevan, untuk akhirnya bisa metﬁberikan
kejelasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan kemudian

hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan skripsi-ini penulis menyusun menjadi empat bab dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, penulis membahas tentang latar
belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian; metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II ini akan diuraikan mengenai tinjauan Pustaka yang me—bahas
tenténg perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli serta pengertian tentang
rumah dan perumahan serta tata cara jual beli perumakan.

Adapun dalam Bab Il akan menguraikan mengenai hasil penelitian
dan analisa data yang meliputi gambaran umum tentang perumahan, tata cara
jual beli perumahan atau proses pelaksanaan jual beli perumahan dan mengenai

hambatan-hambatan yang terjadi dalam jual beli rumah di Perusahaan Umum




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA.

A. PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA
1. Pengertiap Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu perikatan yang lahir karena kontrak
atau persetujuan. Dengan kata lain antara persetujuan dan perjanjian
mempunyai arti yang sama. Jadi dapat didefinisikan pengertian mengenai
perjanjian, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian yaitu:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”."
Dari definisi di atas diketahui bahwa perjanjiz;n ada berdasarkan
pernyataan-pernyataan yang bertimbal balik itu dianggap suglah dilahirkan
sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (mengikat seberti Undang-
Undang).

Namun menurut Wirjono, pengertian perjanjian itu sendiri di
definisikan adalah sebagai berikut:

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai
harta benda antara dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan
sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. >

Dan sebenarnya perjanjian merupakan salah satu bentuk dari

“ R. Subekti, Op. Cit, hal. 282.

%) Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur Bandung, 1981,
hal.38.
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Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) Regional V
Semarang, serta bagaimana cara penyelesaiannya.
Akhirnya dalam Bab IV yaitu bab penutup berisi mengenai kesimpulan

dan saran yang diberikan penulis.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA
1. Pengertiap Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu perikatan yang lahir karena kontrak
atau persetujuan. Dengan kata lain antara persetujuan dan perjanjian
mempunyai arti yang sama. Jadi dapat didefinisikan pengertian mengenai
perjanjian, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian yaitu:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.”
Dari definisi di atas diketahui bahwa perjanjia;n ada berdasarkan
pernyataan-pernyataan yang bertimbal balik itu dianggap sudah dilahirkan
sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (mengikat seperti Undang-
Undang).

Namun menurut Wirjono, pengertian perjanjian itu sendiri di
definisikan adalah sebagai berikut:

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai
harta benda antara dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan
sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. >

Dan sebenarnya perjanjian merupakan salah satu bentuk dari

» R. Subekti, Op. Cit, hal. 282.

% Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanijian, Penerbit Sumur Bandung, 1981,
hal.38.
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perikatan, sedangkan perikatan sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) bagian.

Menurut sistem BW perikatan dibagi menjadi 2 golongan (Pasal 1233

KUH Perdata), yaitu:

a) Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (Buku III Bab
kedua).

b) Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang (Buku III
Bab ketiga).

Perjanjian itu sendiri termasuk dalam kategori pertama, merupakan
perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (definisi telah ada
pada pasal 1313 KUH Perdata).

Menurut Prof. Wirjono:
Perjanjian dibagi menjadi dua artian: :
a. Perjanjian dalam arti sempit, yaitu perjanjian yang bersumber
pada Undang-Undang.
'b. Perjanjian dalam arti luas, yaitu perjanjian yang bersumber
pada Undang-Undang dan perjanjian yang bersumber bukan
 dari Undang-Undang. ©
" Dari pembagian arti perjanjian seperti yang tersebut di atas, yang
dimaksud dengan perjanjian dalam arti sempit yaitu bahwa perjanjian itu
bersumber dari Undéng-Undang saja. Sedangkan perjanjian dalam arti luas
adalah perjanjian itu selain menggunakan Undang-Undang sebagai
sumbernya, perjanjian itu juga mempergunakan sumber lain yang bukan

Undang-Undang.

9 Ibid. h. 46.
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2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada zaman yang sudah lampau dimana untuk terjadinya suatu
perjanjian sungguh-sungguh dituntut tercapainya suatu perjumpaan
kehendak. i\lgmun pada zaman sekarang ini tuntutan akan adanya
sungguh-sungguh perjumpaan kehendak sudah tidak dapat dipertahankan
lagi. Sekarang ini transaksi-transaksi yang besar diadakan tanpa hadirnya
para pihak untuk berhadapan muka, tetapi lewat korespodensi atau lewat
perantara saja. Dengan kata lain bahwa perjumpaan kehendak bukanlah
syarat yang mutlak untuk sahnya perjanjian.

| Dalam hal untuk mengetahui apakah svatu perjanjian dapat
dinyatakan sah atau tidak, maka perlu diketahui syarat sahnya suatu
peréetujuan atau perjanjian.

“Sebagai mana sudah disebutkan pada pasal 1320 KUH Perdata,
syarat-syarat sahnya dalam perjanjian yaitu: 1. Sepakat, 2. Kecakapan, 3.
Hal tertentu dan 4. Causa (sebab, isi) yang halal.””

" Dengan hanya disebutkan “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu
bentuk-cara (formalitas) apapun, seperti hanya tulisan, pemberian tanda
atau panjer dan lain sebagainya dianggap sudah cukup. Kemudian dapat
kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah
sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia

-sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

" R. Subekti, Aneka Perjanijian, Penerbit Alumni, Bandung, 1975, hal. 13.
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Apakah untuk perjanjian itu sudah cukup apabila sudah dicapai
sepakat ataukah masih diperlukan syarat-syarat lain ? Jawaban diberikan
oleh pasal 1320 KUH Perdata: cukup apabila sudah tercapai sepakat
(konsensus). -Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa azas yang
berlaku dari hukum perjanjian adalah “azas konsensualisme.”

R Sebab apa hukum perjanjian mengambil azas konsensualisme itu ?
‘Diambilnya azas konsensualisme tersebut yang berarti “perkataan sudah
- mengikat” adalah menurut Prof. Eggens suatu tuntutan kesusilaan. Yang
dimaksud adalah bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada
perkataan orang, si orang ini ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya
sebagai manusia.”

Jadi azas konsensualisme itu merupakan suatu kepastian hukum. Bahwa
orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dapat dipegang
perkataan atau ucapannya, itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum
yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik.

Kesepakatan berarti pesesuaian kehendak. Namun kehendak atau
keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang
disampaikan dalam hati tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya
tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan
suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada
mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan
memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak
itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang

menawarkan ataupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.

® Ihid, hal. 14.
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Dengan demikian maka yang menjadi alat pengukuran tercapainya
persespaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah
dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sudal"x jelas kiranya bahwa azas konsensualisme itu harus kita
simpqlke‘m dari pasal 1320 KUH Perdata dan bukannya dari pasal 1338 (1)
KUH Perdata.

ﬁari pasal yang terakhir ini lazimnya disimpulkan suatu azas lain
dari hukum perjanjian dalam KUH Perdata., yaitu adanya atau anutnya
sistem terbuka atau azas kebebasan berkontrak. Adanya cara
- menyimpulkannya ialah dengan jalan menekankan perkataan “semua”
yang di muka kata “perjanjian.” %

Bunyi dari pasal 1338 (1) KUH Perdata itu sendiri adalah sebagai berikut:

“Sémua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undapg-Undang bagi mereka yang membuatnya,” 1%

| ‘Dalam hukum perjanjian selain azas konsensualisme dan azas
kebebaéé;ﬁ kontrak seperti apa yang telah disebutkan diatas masih ada
azas-azas lain, yaitu:
a. Azaskepercayaan
Seseorang  yang  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak
lain,menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu

sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi

prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan ini, kedua

9 Ibid, hal. 14
19 R, Subekti, Op.Cit., hal.285.
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pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu
mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-t1Jndang.

.. Azas Kekuatan mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjin itu tidak semata-mata terbatas
pada apa 'yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur
lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.
Demikianlah sehingga agas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang
mengikat para pihak.

. Azas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihakdidalampersamaan derajat, tidak ada
perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan,
kekuasaan, jabatan dan lain-lain.

. Azas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan
perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas
persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan
jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa
kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibanya untuk
memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan debitur dan kreditur

seimbang.
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e. Azas kepastian hukum
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian
ﬁukum. kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu
yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f. Asas moral
Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan
melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada “kesusilaan
(morél ” , sebagai panggilan dari hati nuraninya.

g. Asas kepatutan
Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi
perjanjian. Menurut hemat saya asas kepatutan ini harus
dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan
ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

h. Asas kebiasaan
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas
diatur,  akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan

yang lazim diikuti.

3. Prestasi Dalam Perjanjian
Mengenai prestasi dalam perjanjian adalah bersangkutan dengan
sesuatu hal yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut. Sebagai mana
yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya
pexjahjian. Pada syarat perjanjian yang ketiga disebutkan “suatu hal

tertentu”, maka hal tertentu itulah yang dinamakan obyek sekaligus
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prestasi dalam perjanjian. Dan “suatu hal tertentu” tersebut memiliki arti
yang luas dan berkaitan dengan pasal 1234 KUH Perdata. Dalam pasal
1234 dijelaskan bahwa:
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” 'V
Da;i bunyi pasal tersebut di atas, maka prestasi dimaksudkan
“untuk' memberikan sesuatu” artinya sesuatu itulah yang menyebabkan
terjadinya perikatan, atau prestasi itu adalah “untuk berbuat sesuatu”, dan
ada kemungkinan yang lain yaitu prestasi “untuk tidak berbuat sesuatu”.
Karena berjanjian merupakan bagian dari perikatan. maka prestasi dalam
perjanjit_m pun sama atau hampir sama dengan prestasi dalam perikatan. |
Dengan demikian kita dapat katakan, bahwa semua perikatan sebagai yang
dikenal KUH Perdata dapat kita golongkan dalam salah satu dari ketiga
kelompok perikatan tersebut di atas. |
Cara mengelompokkan perikatan, yaitu dengan mendasarkan
kepada wujud isi/ prestasi perikatannya:
a) Perikatan dengan kewajiban untuk memberikan sesuatu.
Yang menjadi ukurannya disini adalah obyek perikatannya wujud
prestasi, yaitu berupa suatu kewajiban bagi debitur untuk memberikan

sesuatu kreditur. Hubunganya obligatoir selalu dengan penyerahan/

levering.

M Ibid, hal. 269.



17

Contohnya: jual beli, sewa menyewa selalu diikuti dengan penyerahan/
levering.

b) Perikatan dengan isi kewajiban untuk melakukan/ berbuat sesuatu.

Perbuatan Undang-Undang lalai untuk memberikan kepada kita suatu
patokan untuk membedakan antara perikatan untuk memberikan
sesuatu dan untuk melakukan sesuatu, karena “memberikan sesuatu”
sebenarnya juga “melakukan sesuatu”.
Contoh: orang yang menutup perjanjian perborongan atau melakukan
sesuatu pekerjaan tertentu, memikul kewajiban perikatan untuk
melakukan sesuatu, demikian juga debilur dalam perjanjian
peng@gkutm.

c) Perikatan dengan isi kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu.

Disini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif tetapi,
justru sebaliknya bersifat pasif, yang dapat berupa tidak berbuat
sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.

Contoh: pada perjanjian mendirikan perseroan.

B. PERJANJIAN JUAL BELI
1. Pengertiah Perjanjian Jual Beli
D;cllam era globalisasi yang semakin maju ini jual beli merupakan
salah satu kegiatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia.

Perjanjian jual beli dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja sesuai
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dengan tempat dan waktu yang tclah ditentukan atau menurut kesepakatan
para pihak dalam jual beli.
Pada dasarnya yang dinamakan jual beli yaitu:

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak
yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu
barang sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik
tersebut. '?

Sedangkan dalam KUH Perdata sendiri jual beli yang sesungguhnya
disebutkan dalam pasal 1457 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu

mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk

membayar harga yang telah dijanjikan.” '¥

Berdasarkan definisi di atas dapatiah dikatakan bahwa suatu
perjanjian jual beli terjadi karena adanya dua pihak yaitu penjual dan
pembeli. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu. Dan
perjanjian ini dapat terlaksana dengan adanya kesepakatan kedua belah
pihak. Mengenai jual beli ini diatur dalam Buku III Bab V pasal 1457-1540

KUH Perdata.

2. Pihak-Pihak Yang Tersangkut Dalam Jual Beli
Sebagai mana yang telah disebutkan dalam pengertian jual beli

bahwa jual beli meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu

12 R Subekti, Op.Cit., hal. 11.
13 R.Subekti, Op.Cit., hal. 305.
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pihak yang menjual disebut penjual dan pihak yang membeli disebut

pembeli.

Jual beli diawali oleh perbuatan pihak penjual lebih dahului,
kemudian baru perbuatan pihak pembeli. Sebaliknya jual beli dalam bahasa
asingnya bahasa Belanda disebut koop en verkoop, diawali oleh perbuatan
pihak pembeli (koopt) lebih dahulu, kemudian baru perbuatan pihak penjual

(ver koopt). Di Inggris, jual beli dicakup dalam satu kata, yaitu Sale artinya
penjualan dilihat dari perbuatan pihak penjual saja.!?

Pihak-pihak jual beli inilah yang disebut sebagai subyek jual beli, yaitu
penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang
membayar harga benda. Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus
pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli
yang menj(alankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan
pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat
juga berstatus mewakili kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak

lain, atau kepentingan badan hukum.

3. Syarat-Syarat Adanya Jual Beli
Jﬁai beli akan dapat berlangsung apabila memenuhi ketentuan-
ketentuan yang berisi syarat-syarat adanya jual beli. Dalam Buku III Bab V
Bagian kesatu Pasal 1457-1472 KUH Perdata diatur mengenai ketentuan-
ketentuan umum yang berlaku bagi setiap jual beli baik tertulis maupun
tidak tertulis. Ketentuan-ketentuan umum ini berisi penegasan syarat-syarat

yang berlaku bagi setiap jual beli.

' Abdulkadir Muhammad. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992 hal. 29.
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“Jika dalam jual beli tidak terdapat syarat-syarat yang tercantum
dalam ketentuan-ketentuan umum ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan
umum yang berisi syarat-syarat tersebut.* '

Syarat-gyarat yang dimuat dalam ketentvan-ketentuan umum
meliputi hal-hal yang diuraikan berikut ini:

a. Saat Terjadi Jual beli.

Dalam jual beli tertulis, saat tercapai kesepakatan antara penjual
dan pembeli dapat diketahui dengan jelas melalui tanggal dan tanda
tangan mereka yang tertera pada syarat jual beli.

Jika dalam jual beli tidak dinyatakan dengan jelas, bagaimana
cara menentukan saat tercapai kesepakatan itu ? Dalam pasal 1458 KUH
Perdata ditentukan, jual beli diangap telah terjadi antara penjual dan
pembeli sejak saat mereka mencapai kesepakatan mengenai benda dan
harganya meskipun benda itu belum diserahkan dan harga belum
dibayar. '©
Saat terjadi jual beli ini adanya suatu kesepakatan merupakan hal yang
terpenting, walaupun harga belum dapat dibayarkan dan juga belum ada
penyerahan benda yang menjadi obyek jual beli kepada pembeli. Dengan
adanya kesepakatan yang dinyatakan secara tegas, maka jual beli
dianggap sah.

b. Penyerahan Hak Milik.

Menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, hak

milik tidak beralih dengan sendirinya, melainkan harus dengan

penyerahan,

') Tbid, hal. 32
1 Tbid, hal. 33.
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~ “Perjanjian selalu bersifat obligator, yaitu harga dalam taraf
meniﬁlbulkan kewajiban dan hak, tidak mengalihkan hak milik.” !
La;'in halnya dengan jual beli yang berlaku di Perancis atau di Inggris
yang tidak mengenal penyerahan, hak milik beralih seketika sejak saat
terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Untuk menyatakan
keberlakuan azas obligator dalam jual beli, maka dalam pasal 1459 KUH
Perdata ditentukan:

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si

pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612,
613, dan 616.”
Pasai 612 KUH Perdata mengenai cara penyerahan benda bergerak.
Pasal 613 KUH Perdata mengenai cara penyerahan benda bergerak yang
berupa piutang atas nama (op naam), atas tunduk (aan torder), atas
pengganti (@an order).

Berdasarkan uraian di atas hak milik tidak dapat beralih dengan
sendirinya, melainkan harus disertai dengan penyerahan. Hal ini berarti
bahwa kesepakatan saja belumlah cukup, untuk memenuhi syarat-syarat

adanya jual beli maka harus diikuti dengan adanya penyerahan hak

milik.

' R. Subekti, Op.Cit., hal.305.



4. Hak Dan Kewajiban Dari Para Pihak Dalam Jual Beli
4.1. Hak dan Tujuan Jual Beli
1. Bagi penjual
Dalam jual beli hak utama penjual adalah menerima
pembayaran harga dari pembeli. Menurut pasal 1517 KUH Perdata,
jika pembeli tidak membayar harga benda yang dibelinya, penjual
dapgt menuntut pembatalan jual beli sesuai dengan pasal 1266 dan
1267 KUH Perdata.
Menurut pasal 1266 KUH Perdata pembatalan harus dimintakan
pada hakim (Pengadilan Negeri), jika melalui musyawarah tidak
mencapai hasil yang diharapkan. Sedang berdasarkan pasal 1267
KUH Perdata, penjual dapat menuntut pengembalian benda ditambah
dengan ganti kerugian.

Tujuan penjualan mengikatkan diri kepada pembeli alam jual
beli ialah untuk menyerahkan hak milik atas bendanya, sehingga
pemilikan benda itu beralih pada pembeli, dan ini harus dinyatakan
dengan tegas dalam perjanjian. Untuk mencapai tujuan itu, syarat-
syarat penyerahan yang diperjanjikan harus jelas yang
memungkinkan pembeli memiliki benda itu.'®

2. Bagi Pembeli
Pembeli dalam perjanjian jual beli mempunyai hak untuk

menerima penyerahan barang atau benda yang diperjanjikan dari

penjual yang menjadi obyek jual beli. Selain menerima penyerahan

'8 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 36



kehendak, pembeli juga berhak memperoleh jaminan terhadap
kerusakan atau kesalahan atas benda.

Tujuan bagi pembeli ialah memiliki, menguasai, dan
menikmati benda dengan aman dari segala gangguan. Mungkin
terjadi setelah benda diserahkan kepada pembeli timbul gangguan
berupa tuntutan dari pihak ketiga. Atau mungkin juga terjadi ketika
benda belum diserahkan, pembeli sangat khawatir akan diganggu
dalam penguasaannya. '

Jika terdapat alasan-alasan demikian, maka menurut pasal 1516
KUH Perdata pembeli dapat menangguhkan pembayaran harga
sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Tetapi jika tidak

pembeli telah menyetujui pembayaran meskipun ada gangguan,

maka tidak ada penangguhan pembayaran.

4.2, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam Membeli _
1. Bagi Penjual
Dalam Buku III Bab V Bagian Kedua Pasal 1473-1512 KUH
Perdata diatur tentang tanggung jawab penjual. Menurut apa yang
tertera dalam pasal 1473 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:
“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa
dia mengikat dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat
diberikan berbagai pengertian, harus di tafsirkan untuk

kerugiannya.”zo)

19 Ibid, hal. 49.
20 R, Subekti, Op.Cit., hal. 308
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Ada dua kewajiban utama penjual, yaitu penyerahan benda dan
jaminan benda. Penyerahan adalah pengalihan benda yang telah
dijual ke dalam kekuasaan dan menjadi milik pembeli.

(1) Penyerahan benda mungkin mengeluarkan atau tidak
mengeluarkan biaya. Jika mengeluarkan biaya, menurut pasal 1476
KUH Perdata biaya penyerahan menjadi beban penjual, sedang biaya
pengambilan menjadi beban pembeli, kecuali jika di perjanjian lain.
Dalam pasal 1477 KUH Perdata ditentukan bahwa penyerahan harus
dilakukan di tempat benda itu berada pada waktu jual beli terjadi,
kecuali di perjanjian lain, memberi kemungkinan kepada penjual dan
pembeli untuk menentukan cara lain, bsik mengenai biaya
penyerahan ataupun tempat penyerahan. Dan ini-hanya berlaku untuk
penyerahan benda bergerak dan mengenai biaya maupun tempatnya.

Dalam pasal 1478 KUH Perdata ditentukan, penjual tidak
diwajibkan menyerahkan benda jika pembeli belum membayar
harga, kecuali jika penjual mengijinkan penundaan pembayaran
kepada pembeli. Jadi kewajiban penjual menyerahkan benda baru
ada pada saat pembeli membayar harga. Tetapi penjual mengijinkan
pembeli melakukan penundaan pembayaran, maka kewajiban
12111)enyerahkan benda itu ada walaupun belum ada pembayaran harga.
Dalam hal penghukuman untuk menyerahkan benda yang dibeli oleh

orang lain, pembeli berhak menuntut dari penjual:

a. Pengembalian uang harga pembelian;

" Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 38.
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Ada dua kewajiban utama penjual, yaitu penyerahan benda dan
jaminan benda. Penyerahan adalah pengalihan benda yang telah
dijual ke dalam kekuasaan dan menjadi milik pembeli.
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penyerahan ataupun tempat penyerahan. Dan ini-hanya berlaku untuk
penyerahan benda bergerak dan mengenai biaya maupun tempatnya.

- Dalam pasal 1478 KUH Perdata ditentukan, penjual tidak
diwajibkan menyerahkan benda jika pembeli belum membayar
harga, kecuali jika penjual mengijinkan penundaan pembayaran
kepada pembeli. Jadi kewajiban penjual menyerahkan benda baru
ada pada saat pembeli membayar harga. Tetapi penjual mengijinkan

pembeli melakukan penundaan pembayaran, maka kewajiban

g?)enyerahkan benda itu ada walaupun belum ada pembayaran harga.

Dalam hal penghukuman untuk menyerahkan benda yang dibeli oleh
orang lain, pembeli berhak menuntut dari penjual:

a. Pengembalian uang harga pembelian;

M Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 38.



b. Pengembalian hasil jika pembeli diwajibkan menyerahkan hasil
itu kepada pemilik yang menuntut penyerahan;

c. Pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pembel;

d. Pengembalian biaya perkara dan kerugian yang diderita oleh
pembeli (pasal 1496 KUH Perdata).

(2) Penjaminan Benda menurut pasal 1494 KUH Perdata,
meskipun pada waktu mengadakan jual beli tidak ditentukan syarat
penjaminan, penjual demi hukum wajib menjamin pembeli bahwa
benda yang dijualnya itu bebas dari tuntutan pihak ketiga dan bebas
dari pembebanan hak.

| Selanjutnya menurut pasal 1504 KUH Perdata, penjual wajib
menjamin cacat tersembunyi pada benda .yang dijual yang
mengurangi nilai pakainya, sehingga seandainya pembeli mengetahui
cacat itu, ia tidak akan membeli benda itu, atau akan membelinya
dengan harga murah.
Berdasarkan ketentuan dua pasal ini dapat dinyatakan bahwa,
kewajiban utama penjual yang mengenai penjaminan meliputi tiga
hal, yaitu:
(a) Menjamin bebas dari tuntutan pihak ketiga
(b) Menjamin bebas dari pembebanan hak
(c) Menjamin bebas dari cacat tersembunyi

Dalam jual beli benda yang tidak bergerak, penjual

merumuskan penjaminan dalam akta yang dibuat dihadapan PPAT
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(Pejabat Pembuat Akta Tanah ). Sedangkan jual beli benda bergerak

s§peni halnya pada alat-alat elektronika biasanya tertera pada kartu

jaminan,

Menéenai soal penjaminan, yang tidak kalah pentingnya cacat

tersembunyi. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak kelihatan

sechingga pembeli tidak mengetahuinya. Dalam hal terdapat cacat

tersembunyi pada benda yang dijual, menurut pasal 1507 KUH

Perdata pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan:

(a) Pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda
dan menuntut pengembalian harganya: atau

(b) Pembeli tetap memiliki bendanya sambil meuuutut
pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh
hakim.

Berdasarkan uraian mengenai penjaminan ini dapatlah ditarik

beberapa azas yang berlaku dalam jual beli sebagai berikut:

(a) Ditentukan atau tidak ditentukan dalam perjanjian, penjaminan
selalu berlaku dalam setiap jual beli.

(b) Pertanggung jawaban penjual yang bersumber dari penjaminan
dipenuhi menurut ketentuan Undang-Undang.

(c) Walaupun penjual dapat meniadakan penjaminan berdasarkan
perjanjian, penjual tidak boleh meniadakan tanggung jawabnya

terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya dalam jual beli.
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(d) Pertanggung jawaban itu dipenuhi karena kesadaran penjual
dalam lalu lintas perdagangan.
(e) Perselisihan mengenai pertanggung jawaban harus diselesaikan
melalui peradilan.
2. Bagi Pet'nbe!i

Dalam Buku III Bab V Bagian Ketiga pasal 1513-1518 KUH
Perdata diatur mengen;ai kewajiban dan tanggung jawab pembeli.
Kewajiban dan tanggung jawab tersebut akan diuraikan menurut
paéal—pasal KUH Perdata dan menurut rumusan penjual dalam

_ praktek menjalankan perusahaan.

Pembeli hanya mempunyai satu kewajiban utama, yaitu
pembayaran. Menurut pasal 1513 KUH Perdata, pembeli wajib
membayar harga benda yang dibeli pada waktu dan tempat
pembayaran, maka menurut pasal 1514 KUH Perdata pembeli harus
membayar pada waktu dan tempat dilakukannya penyerahan. Karena
ada.berbagai jenis jual beli, biasanya pihak-pihak telah menentukan
waktu dan tempat pembayaran menurut jenis jual beli itu.

| Dalam praktek jual beli benda tidak bergerak yang dibuat

* dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tempat pembayaran

ticiak ditentukan dalam perjanjian. Karena penyerahan dilakukan

pada hari dibuatnya akta dihadapan PPAT, maka tempat pembayaran
ditentukan dihadapan PPAT.

Dalam praktek jual beli benda tidak bergerak tidak dijumpai
ketentuan mengenai pembatalan akibat dari wanprestasi pihak
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pefnbeli. Hal ini karena jual beli tersebut dilaksanakan secara tunai

ketika membuat akta dibadapan PPAT. Jika tidak dibayar harga,

maka tidak akta karena akta berlaku juga sebagai tanda pembayaran

yang sah (kuintasi). 22

Namun untuk jual beli benda-benda bergerak dan jual beli lainnya

yang dapat dilakukan tanpa dihadapan PPAT, penjual merumuskan

kétentuan mengenai wanprestasi dan akibatnya tanpa perlu melalui

putusan hakim.

Contoh: jual beli kendaraan bermotor, jual beli penggunaan aliran

listrik, jual beli perdagangan. Pada contoh-contoh jual beli tersebut

biasanya ketentuan mengenai wanprestasi dan akibatnya telah

disebutkan dalam surat perjanjian atau nota dalam jual beli.
Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual

untuk menyerahkan benda dan memperoleh pen‘lbayaran, keterikatan

pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan

demikian, jelaslah bahwa sebagai bagian dari suatu sistem hukum,

jual beli memiliki unsur-unsur sistem:

- a. Pihak penjual dan pembeli (unsur subjek hukum)
b. Untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (unsur status hukum)
c. Persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran (unsur

peristiwa hukum).

d. Mengenai benda dan harga (unsur objek hukum).

*2 Ibid, hal. 51.
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e. Wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak (unsur hubungan

“ hukum).

" 5. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli

| Karena. ada berbagai jenis jual beli, biasanya pihak-pihak telah

menenmkaﬁ waktu dan tempat pembayaran menurut jenis jual beli itu.

Dalam praktek jual beli dil;enal tiga jenis jual beli dilihat dari cara

pémbayafannya, yaitu:

a. Jual beli tunai, tempat pembayarannya ialah ditempat penjual pada
waktu bersamaan dengan waktu penyerahan. Contohnya ialah jual beli di
pasar Swalayan, jual beli di pasar Tradisional.

b. Jual beli kredit, tempat pembayaran ialah ditempat penjual, tetapi waktu
pembayaran ditentukan pada waktu kemudian, misalnya satu bulan

' kemudiaﬁ. Contohnya ialah jual beli penggunaan aliran listrik, jasa
telepon, air PAM.

c. Jual beli dengan angsuran, tempat pembayaran ialah ditempat penjual,

| pada w;ktu angsuran yang telah ditetapkan secara bulanan. Contohnya
ialah jual beli rumah Perumnas. Ada juga tempat pembayaran di tempat

pembeli, contohnya jual beli alat rumah tangga, bahan sandang.

6. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli
Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam jual beli adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
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perlindungan pada para pihak yang tersangkut dalam perjanjian jual beli .

Dan yang dimaksud dengan parapihak dalam jual beli itu sendiri adalah:

a. Penjual

l?. Pembeli

c. Pihak kctig.a yang tergabung dalam perjanjian tersebut.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan

Penjual dan Pembeli adalah: |

a. Penjual yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama- sama.melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Pembeli yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluérga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli perllindungan

. hukumnya diatur dalam:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Hal-ﬁal yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab para

pihak dalam jual beli diatur dalam pasal 1 s/d pasal 28.
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b. KUH Perdata.

Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, pada KUH Perdata
diatur dan dimuat dalam Buku Ketiga yaitu tentang Perikatan dan lebih
spesifikasikan lagi dalam Bab Kelima tentang Jual Beli. Dan mengenai isi
Buku Ketiga Bab V ini yang memuat tentang jual beli terbagi atas pasal-pasal
dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bagian Kesatu
Memuét tenta‘ng ketentuan-ketentuan umum dalam jual beli, diatur dalam
pasal 1457-1472 KUH Perdata.

b. Bagian Kedua
Memuat tentang kewajiban-kewajiban si penjual, yang kemudian diatur
dalam pasal 1473-1512 KUH Perdata.

c. Bagian Ketiga
Berisi tentang kewajiban si pembeli, yang diatur pada pasal 1513-1518
KUH Perdata.

d. Bagian Keempat
Berisi tentang hak membeli kembali, yang dijelaskan pada pasal 1519-
1532 KUH Perdata.

e. Bagian Kelima
Yang dimuat dalam bagian kelima ini tentang ketentuan-ketentuan khusus
meﬁgenai jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh, diatur pada

pasal 1533-1540 KUH Perdata.
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f. Bagian Keenam
Memuat tentang tukar menukar dalam jual beli, yang diatur dalam pasal

1541-1546 KUH Perdata.

C. PENGERTIAN DAN TATA CARA JUAL BELI RUMAH ATAU
PERUMAHAN
1. Pengertian Rumah Dan Perumahan
Pengertian tentang rumah secara umum seringkali didefinisikan
seba.gai tempat tinggal atau domicilie bagi seseorang. Namun pengertian
seperti ini dapat diartikan menjadi lebih luas lagi, rumah bukan saja
sebz;gai tempat tinggal atau domicilie akan tetapi rumah dijadikan sebagai
tempat dimana seseorang dapat menetap, sebagai tempat berteduh maupun
berlindung.
Mengingat begitu luasnya pengertian tentang rumah, maka tidaklah salah
jika orang mempunyai definisi berbeda-beda mengenai arti rumah. Namun
demikian pada dasarnya berabagai macam definisi yang berbeda tersebut
intinya mengandung arti dan maksud yang sama bahwa rumah adalah
untuk témpat tinggal.
Setelah mengetahui pengertian tentang rumah, akan lebih baik jika
kita juga mengetahui pengertian perumahan. Sebenarnya tentang
pengertian perumahan tidak ada definisi yang jelas. Namun ada juga yang

memberikan pengertian tentang perumahan adalah sebagai berikut:
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“Perumahan adalah sekelompok tempat kediaman yang dilengkapi

dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.” 2

Dan mengenai tempat kediaman, prasarana lingkungan, utilitas umum
serta fasilitas sosial masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

Tempat kediaman adalah suatu tempat tinggal untuk seseorang atau
satu keluarga yang terdiri dari bangunan rumah dan pekarangannya.
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang antara lain
berupa: jalan, saluran air limbah dan saluran air hujan.

Utilitas adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem
pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi, pemerintah dan
dapat terdiri dari:

Jaringan Listrik;

Jaringan Gas;

Jaringan Air Bersih;

Jaringan Telpon;

Pembuangan sampah;

Pemadam kebakaran.

Fasilitas sosial adalah kelengkapan lingkungan yang antara lain berupa
fasilitas-fasilitas: ~ pendidikan,  kesehatan, perbelanjaan, niaga,
pemerintahan, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olah
raga dan lapangan terbuka serta fasilitas umum yang lainnya. #

o Ao op

Berdasarkan pengertian rumah dan perumahan, maka dapat
diketahui bahwa rumah maupun perumahan adalah berwujud suatu
bangunan. Bagunan itu sendiri adalah susunan ssesuatu yang tertumpu
pada‘landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan
memj)unyai fungsi.

Maka ai)a yang disebut dengan bangunan rumah adalah bangunan yang

2 Marsono, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan di Bidang Perumahan dan
Pemukiman, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 425.
29 Tbid, hal. 425-426.
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a. Bagi para calon pembeli yang berminat untuk mmembeli sebuah
rtuméh mengajukan permohonan pembelian rumah.

b. Untuk calon pembeli wajib mengisi formulir pendaftaran pengambilan
rumah.

c. Oleh kantor perumahan diajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh pembeli, ini untuk menentukan apakah calon pembeli berhak atas
rumah tersebut.

d. Mengenai ketentuan pembayaran rumah_ dan bagaimana proses
kepemilikannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan-
peraturan yang berlaku pada masing-masing perusahaan pembangunan
perumahan (diadakannya transaksi).

e. Kemudian setelah kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli
mencapai kesepakatan dalam perjanjian ini barulah diadakan
penandatangan perjanjian jual beli rumah.

Untuk pembelian perumahan yang dibangun oleh Perusahaan
Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS),
prosedur yang harus ditempuh untuk pembelian rumah pertama kali
diawali dengan mengadakan transaksi perjanjian sewa-menyewa rumah
antara Perum Perumnas dengan calon pembeli (calon penghuni rumah).
Dengan ‘adanya TUM (Tabungan Uang Muka), perjanjian sewa-menyewa
rumah (perjanjian pendahulan jual beli) ditiadakan.

Sebelum perjanjian jual beli rumah dengan adanya TUM,

perjanjian jual beli rumah di Perum Perumnas diawali dengan adanya
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perjanjian sewa-menyewa.

Sebelum perjanjian sewa-menyewa rumah diadakan, terlebih
dahulu Perum Perumnas akan mengumumkan sewa-menyewa bagi calon
penghuni. Kemudian bagi calon pembeli yang berminat dapat mengambil
formulir éew;l-menyewa rumah pada kantor proyek tanpa dipungut biaya
apapun. Untuk mengambil formulir permohonan harus membawa surat
penganfar dari pimpinan kéntor masing-masing. Pengambilan formulir
dapat dilakukan sendiri atau dengan cara kolektif.

Setelah formulir permohonan diisi dan dilengkapi dengan
lampiran-lampiran yang diperlukan, maka sebelum batas waktu
pendaftaran, formulir permohonan harus sudah dikembalikan oleh
pemohon ke kantor proyek Perum Perumnas. Bagi pemohon yang telah
mengembalikan formulir kemudian didafiar dan diberi tanda terima
pengembalian formulir.

Bagi pemohon (calon penghuni) yang menurit panitia seleksi telah
memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, kemudian oleh panitia diusulkan
Akepada Direksi Perum Perumnas Pusat untuk diteliti dan selanjutnya
ditunjuk dengan surat keputusan Direksi Perum Perumnas sebagai
penghuni (calon pembeli). Pada para penyewa/ penghuni dapat membeli
rumah yang mereka tempati apabila telah menghuni rumah dalam jangka

waktu dua tahun.

Rumah-rumah yang disewakan oleh Perum Perumnas dalam
jangka waktu 2 tahun, setelah habis masa sewanya dijual dengan melalui
Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara yang oleh Surat
Mentri Keuangan nomor B-49/MK/IV/1/1974, Tanggal 29 Januari 1974
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telah ditunjuk sebagai wadah untuk membiayai pembayaran berupa
pinjaman kepada para anggota masyarakat yang akan membeli rumah
yang sudah selesai dibangun, baik itu rumah-rumah yang dibangun oleh
P?rum Pemms (pemerintah) maggun untuk rumah-rumah yang
dibangun oleh pihak developer swasta.

Penjug]an rumah Perum Perumnas tersebut diutamakan kepada
penyewa yang telah 2 (dua) tahun. Dalam hal ini setelah masa sewanya
berakhir. Bagi penghuni yang masa sewanya kurang dari dua tahun
diperbolehkan juga untuk mengajukan permohonan pembelian rumah.
Sebelum .perjanjian jual beli rumah diadakan, terlebih dahulu Perum
Perumnas menetapkan harga jual rumah beserta tanah yang ditentukan
berdasarkan pada vSurat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum untuk tiap
.»lokasi proyek perumahan yang bersangkutan.

Setelah ada ketentuan mengenai harga jual rumah dan tanah, maka
bagi calon pembeli dapat mengambil formulir permohonan pembelian
rumah yang disediakan secara Cuma-Cuma. Formulir permohonan
pembelian rumah tersebut kemudian diisi dengan data-data yang
diperlukan, menandatanganinya serta mengesahkan formulir yang telah
diisi kepada pimpinan instansi dimana calon pembeli bekerja, kemudian

menyerahkan kembali formulir yang telah diisi lengkap tersebut ke kantor

Perum Perumnas.

4. Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Rumah

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan jual

29 Djumialdji, Perjanjian Pemborongan , Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 90.
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beli rumah terdapat dalam:

~

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tanggal 10

Maret 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

. Pefaturan, Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas

Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974
tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1988
tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Rumah Nasional.
Kep.utusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974
tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 tentang
Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1989
tentang Pedoman Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan
fasilitas KPR-BTN oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/1990
tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan
fasilitas kredit pemilikan kapling siap bangun (KP-KSB) dan kredit
pemilikan rumah (KPR dalam Repelita V).

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/KPTS/1991

teritang Pembangunan Perumahan Sangat Sederhiana dengan dukungan

fasilitas KPR.
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Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/KPTS/1992
tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan
fasil.itas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit
Kepemili.kan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan
Rumah Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Susun
Sederhana (KP-Rusun).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tanggal 8 Mei
2000 tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Pemukinan Nasional.

Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor
06/KPTS/M/1999 Tanggal 9 Juli 1999 tentang Pengadaan Perumahan
Dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas Kredit Pemilik Siap
Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-
RSS).dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS).

Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor
07/KPTS/M/1999 Tanggal 16 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor 06/KPTS/M/1999

tentang hal yang sama.



BAB IIT

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. GAMBARAN UMUM PERUMAHAN (PERUM PERUMNAS)

Sebenarnya yang dimaksud dengan perumahan tidak ada definisi yang
jelas. Namun, pada umumnya yang dimaksud dengan perumahan adalah
sekelompok kediaman atau tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana |
lingkungan beserta fasilitas-fasilitasnya. Sedangkan fungsi utama dari perumahan
adalah sebagai tempat hunian yang layak, yang dapat menumbuhkan perasaan
tentram dan damai untuk kesejahteraan penghuninya.

Menyadari pentingnya rumah bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat
Indonesia, pemerintah mendirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasional yang dikenal dengan nama PERUM PERUMNAS pada tanggal 18 Juli
1974 yang didirikan dengan PP No. 29/1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 1988.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat,
PERUM PERUMNAS terbagi menjadi 7 (tujuh) wilayah yang dikendalikan
melalui kantor-kantor Regional yang berkedudukan Di Ibu Kota Propinsi. Salah
satunya adalah Perum Perumnas Regional V yang berkedudukan di Semarang
dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur.

Kehadiran Perum Perumnas di wilayah Jawa Tengah diawali dengan nama

Proyek Semarang (1974-1980), dimulai dengan proyek perumahan Sampangan

41



Semarang (1975) diatas lahan seluas + 6,5 hektar dibangun seba.nyak 483 unit
rumah, Proyek kedua adalah Pembanngunan perumahan Krapyak Semarang
(1978) dengan luas lahan + 13 hektar dibangun sebanyak 738 unit rumah,
sedangkan dikota-kota lainnya antara lain Solo dengan Perumahan Palur (1976),
Yogyakarta dengan Perumahan Condong Catur (1978) dan sebagainya .

Sejak oktober tahun 1980 bentuk organisasi berubah menjadi cabang
Semarang dan pada Januari 1982 berubah menjadi Perum Perumnas Cabang V
denngan wilayah Jateng dan DIY. Pada tahun 1989 mendapat pelimpahan wilayah
baru di Propinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur,
dan pada Agustus 1999 menjadi Perum Perumnas Regional V Semarang.

Berbekal pengalaman proyek-proyek tersebut dan sejalan dengan
perkembangan kota, Perum Perumnas Regional V telah mengembangkan
perumahan dalam beragam bentuk dan skala yang lebih besar, seperti Perumahan
Banyumanik (1979) seluas + 96,5 hektar dibangun sebanyak 5.094 unit rumah
dan Pembangunan Perumahan Bumi Tlogosari (1986) dengan luas lahan + 160
hektar yang berhasil membangun 9.036 unit rumah. Pada tahun—tahun berikutnya
pembangunan perumahan terus dilaksanakan dengan Identitas baru seperti: Bumi
Pucang Gading, Demak, Bukit Sendang Mulyo-Semarang, Bumi Kalayan Permai-

Banjarmasin dan lain-lain.

Tampilnya Perum Perumnas mempelopori pembangunan perumahan dan
pemukiman di banyak lokasi telah merangsang hadirnya pengembang swasta yang
membangun di sekitarnya senhingga menambah suasana kawasan hunian yang

lengkap dengan sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya.



Scbagaimana pcrusahaan yang mclaksanakan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan
prasaranya. Perum Perumnas memiliki visi “Menjadi perusahaan yang sehat,
tumbuh dan berkembang sehingga mampu berperan sebagai penggerak
pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak dan terjangkau terutama
untuk golongan masyarakat berpenghasilam menengah ke bawah dalam rangka
mendorong perkembangan perkotaan yang terarah”.

Dengan visi tersebut di atas, maka misi Perum Perumnas dirumuskan
sebagai berikut:

a. Menggerakan pengembangan perumahan dan permukinam dalam rangka
mendorong pembangunan kota yang terarah dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat.

b. Melaksanakan kegiatan perumahan dan permukiman di kawasan baru
(ekstensifikasi kota), maupun peremajaan kawasan (intensifikasi kota) yang
layak dan terjangkau terutama untuk golongan masyarakat berpenghasilan
menengah ke bawah dan menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja.

c. Memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang
sehat sehingga dapat tumbuh dan berkembang.

PERUM PERUMNAS REGIONAL V dalam aktifitas penjue.llan rumah
dan KTM (Kapling Tanah Matang) dibantu oleh cabang-cabang antara lain:

1) CABANG SEMARANG I, wilayah lokasinya:

Jangli Symphony, Bumi Palir Sejahtera, Bukit Beringin Lestari, Bukit

Sendang Mulyo, Bumi Tlogosari, Bukit Leyangan Damai, Ungaran.



2)

3)

4

5)

6)

7

8)

a4

CABANG SEMARANG I1, wilayah lokasinya:

Bumi Pucang Gading, Demak, Perumnas Winong Pati, ‘Perumnas Kudus,
Perumnas Blora.

CABANG PEMALANG, wilayah lokasinya:

Bumi Kalisalak Asri Batang, Bumi Slamaran Asri Pekalongan .
CABANG SOLO, wilayah lokasinya:

Bumi Wonorejo, Bumi Mojosongo Berseri, Perumnas Palur.
CABANG PURWOKERTO, wilayah lokasinya:

Bumi Tanjung Elok Purwokerto, Griya Tegal Asri Cilacap.
CABANG SAMARINDA, wilayah lokasinya:

Sumbutan, Bengkuring, Somber, Tarakan, Kalimanis.
CABANG BANJARMASIN, wilayah lokasinya:

Kelayan, Panerung, Banjarbaru.

UPKB (Unit Produksi Komponen Bangunan)

PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH DI PERUM
PERUMNAS REGIONAL V SEMARANG

Penjualan atau jual beli rumah yang dimaksud di sini adalah
perpindahan hak dari Perum Perumnas (penjual) kepada masyarakat
(pembeli), yang diproses secara notariel. Dan cara pembelian/ pembayaran
dari pembeli kepada penjual dapat dilaksanakan secara tunai atau kredit

melalui bank pemberi KPR (Kredit Pemilikan Rumah).
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1. Pengajuan Permohonan Pembelian Rumah

a. Bagi para pemohon, pengajuan permohonan pembelian rumah haruslah

memiliki/ memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1).

2).

Pengajuan permohonan secara kolektif

~ Kartu tanda penduduk dari pemohon atau tanda pengenal
lainnya yang masih berkaku.

~ Kartu keluarga dari pemohon yang bersangkutan.

~ Surat keterangan mengenai status tempat tinggal si pemohon,
apakan sewa, menumpang atau kontrak yang harus disahkan
sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa (Lurah).

~ Surat keputusan pengangkatan pertama dan terakhir atau surat
pensiunan, atau keterangan khusus yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang sehingga diketahui masa kerja si pemohon.

~ Daftar penghasilan bulan terakhir yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

Pengajuan permohonan secara individu agar calon penghuni

berhak membeli rumah

~ Warga Negara Indonesia.

~ Belum mempunyai rumah sendiri atau belum mendapat
fasilitas tempat tinggal dari pemerintah/ kantor tempat
bekerjanya.

~ Bersedia menempati sendiri rumah yang dibeli untuk keperluan

tempat tinggal.
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~ Belum pernah mendapatkan rumah dari Perum Perumnas.
~ Sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian yang
ditetapkan oleh Perum Perumnas.

b. Setelah memenuhi syarat-syarat kelengkapan kemudian calon pembeli
mengisi data permohonan pembelian rumah.

c. Sesudah surat permohonan diisi secara lengkap kemudian
dikumpulkan kembali ke Perum Perumnas disertai dengan surat
permohonan, berikut tanda jadi. Tanda jadi di sini berupa sejumlah
uang tertentu (yang ditetapkan melalui SK Direksi) oleh calon pembeli
kepada Kantor Unit/ Kantor Cabang Perum Perumnas. Dan tanda jadi
ini akan dihitung sebagai bagian dari uang muka atau pembayaran jika
yang bersangkutan melanjutkan dengan membeli rumah, dan jika batal
membeli rumah, maka tanda jadi ini akan menjadi milik Perum

Perumnas.

2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Jual Beli Rumah
Tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ini menyangkut tentang hak
dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli.
a. Untuk pembeli
Pembeli mempunyai kewajiban antara lain:
e Membayar angsuran kredit (bagi yang membeli secara kredit)
secara tertib kepada bank pemberi kredit.
e Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

e Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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e Membayar biaya bulanan listrik, air dan gas (jika ada) dan lain-
lain.
e Membayar iuran kebersihan setempat.

e Mematuhi peraturan-peraturan dari lingkungan setempat.

Dan selanjutnya hak yang akan diperoleh pembeli adalah:

¢ Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku 20 tahun dan
dapt diperpanjang kembali setelah waktunya berakhir.

¢ Iuran Mendirikan Bangunan (IMB).

e Pembeli dapat mengembangkan bangunan rumahnya setelah
memperolh TMB pengembangan dari instansi pemerintah daerah
setempat.

o Akte jual beli bangunan dan penyerahan penggunaan tanah.

b. Untuk penjual
Kegiatan penanganan penjualan melliputi serangkaian kegiatan yang
terdiri dari:
e Penetapan harga jual (setelah terbit BRP/ Buku Rencana Proyek).
e Penerimaan Tanda Jadi.
e Pengembalian uang muka (bila terjadi pembatalan).
¢ Penandatanganan PPR (Perjanjian Pemesanan Rumah).
e Penanganan penjualan tunai.
e Penanganan penjualan kredit.

e Monitoring penjualan.



Sclain hal-hal yang discbutkan di atas ada juga hal-ha.l yang harus
diperhatikan, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini juga digunakan Perum
Perumnas sebagai pedoman pembangunan dan sekaligus pelaksanaan jual
beli rumah.

a. Mengenai hak dan kewajiban konsumen

Hak konsumen adalah:

(a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

(b) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan
barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan;

(c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/ atau jasa;

(d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau
jasa yang digunakan;

(¢) Hak unuk mendaptkan advokasi, perlindugnan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

(f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

(g) Hak unuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskrimnatif;,
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(h) Hak unuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau
penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

(i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

() Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan,

(b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/
atau jasa, |

(c) Membayar se’suai dengan nilai tukar yang disepakati;

(d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

. Mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha adalah:

(a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepatakan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang
diperdagangkan;

(b) Hak unuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

(c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen;,



(@)

(e)
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Hak untuk rahabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau

jasa yang diperdagangkan,

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan

lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

(a)
1))

(©)

d

(e)

®

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
Memperlakukan atau melayani konsumen sccara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diperoduksi dan/ atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/
atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau
mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jamnan dan/
atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang
diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dar/ atau jasa yang diperdagangkan;
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(g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila

barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

3. Tata Cara Kepemilikan Perumahan Baik Secara Kredit dan Tunai Di

PERUM PERUMNAS Regional V Semarang

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi

rakyat, Perum Perumnas sebagai perusahaan pembagunan perumahan

memberikan prosedur pembelian rumah bagi para calon pembeli dan/ atau

konsumennya. Prosedur pembelian dan pemilikan rumah yang harus

dipenuhi oleh para calon pembeli adalah sebagai berikut:

a. Mendaftar di Perum Perumnas (sekaligus memilih tipe rumah).

b. Membayar uang muka minimal 60 % dari jumlah uang muka

seluruhnya.

c. Diikat PPR (Perjanjian Pemesanan Rumah) sekaligus ditentukan lokasi,

yaitu jalur dan nomor rumah.

d. Mengisi Blanko BKR-1 dari BTN dan dilengkapi persyaratan yaitu:

Foto copy KTP, KK ( bagi yang sudah berkeluarga).
Slip/Daftar gaji (balanko dari BTN).
Kuasa pemotongan gaji (blanko dari BTN).

Surat keterangan status calon (blanko dari BTN).

e. Mempunyai rekening TUM (Tabungan Uang Muka) berupa Tabungan

Batara BTN dengan nilai nominal sesuai dengan biaya-biaya yang

dikeluarkan, yaitu:



Biaya akte jual beli/ notaris.

Biaya provisi bank.

Biaya penilaian sebesar Rp 30.000 (khusus untuk 54 keatas).

Biaya plat nomor.
Biaya premi asuransi kebakaran
Biaya akte Hpotek

Angsuran bulan pertama sesuai masing-masing tipe

f Kembali ke Perum Perumnas untuk diteliti kelengkapannya.
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g. Setelah lengkap diserahkan BTN untuk dimintakan jadwal wawancara

oleh BTN.

h. Diterbitkan SP3K (Surat Perjanjian Pencgasan Permohonan Kredit).

i, Dilaksanakan akad kredit (KPR).

j. Setelah akad kredit calon pembeli diberi kesempatan 100 hari untuk

meneliti kekurangan dari kelengkapan rumah.

Berdasarkan keterangan Pihak Perum Perumnas:*’

1. Proses Pemilikan Rumah Secara Kontan/ Tunai

Untuk pembelian secara tunai, prosedur yang dilaksanakan adalah

sebagaimana prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, dan

pembayaran yang harus dipenuhi meliputi:

a, Seluruh harga jual rumah dan tanah, termasuk kelebiha luas tanah

(KLT).

21 Ny. Wiwick, Staf Bagian Hukum, Perum Perumnas Regional V Semarang.

Maksudnya selain membayar harga rumah dan tanah, pembeli juga
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harus membayar harga kelebihan luas tanah jika ada.
Pembayaran = Hj. Rumah dan tanah + H. KLT
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Mengenai PPN, untuk semua tibe rumah dikenakan PPN 10% dari
harga jual.
PPN = Hj.rumah x 10%
c. Biaya Notaris
Untuk biaya notaris tidak termasuk harga pembelian rumah, jadi
biaya notaris di luar harga jual dan termasuk tanggungan pembeli.
Pembelian Tunai/ Tunai Bersyarat: .
= (Hj + H. KLT) + (Hj x 10%) + (KLT x 10 %) + Biaya Notaris
=Hj + HKLT + [PPN 10% x (Hj + K1.T)] + Biaya Notaris
Untuk pembelian tunai atau bersyarat (dengan cara cicilan tunai) Calon
pembeli tidak diijinkan menempati - sebelum yang bersangkutan
melaksanakan Akad Jual Beli. Jika sudah dilakukan Akad Jual Beli,
pembeli diharuskan ~segera menempati rumah tersebut setelah
memperoleh Surat Tjin Penghunian dan penerimaan kunci dari Perum

Perumnas.

. Proses Pemilikan Rumah Secara Kredit

Untuk pembelian secara kredit, prosedur pelaksanaannya adalah

sebagaimana yang telah dijelaskan  sebelumnya, dan untuk

pembayarannya meliputi:
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Uang muka, yaitu selisih antara harga jual dengan nilai kredit yang
disetujui oleh bank pemberi kredit.
Besarnya ditentukan oleh bank pemberi kredit, biasanya melalui
KPR-BTN. |
. Biaya Akte Jual Beli, termasuk Biaya Materai
Akte jual beli yang ditandatangani di atas materai oleh pembeli ini
dilakukan di hadapan notaris.
. Biaya Plat Nomer Rumah
Untuk pembelian rumah secara kredit akan diberikan plat nomer
rumah dan tertulis KPR.
. Biay;l Persyaratan Akad Kredit, yaitu: biaya provisi bank, biaya
akte kredit dan kuasa pemasangan hipotik, biaya premi asuransi
kebakaran, premi asuransi jiwa kredit dan angsuran bulan pertama.
. Pajak Pertambahan Nilai jika ada
Maksud PPN jika ada adalah tidak adanya PPN sepanjang harga jual
ditambah luas tanah tidak lebih dari harga Kimpraswil .
* Kimpraswil: standar harga tertinggi yang tidak kena pajak.

Harga Kimpraswil : Rp 31.700.000,- untuk tipe 36
Ketentuan harga jual ini berdasarkan SK Menteri yaitu SK No.
139/KPTS/M/2002 tertanggal 28 Maret 2002 tentang Pengadaan
Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas KPR

bersubsidi.
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3. Berakhirnya Proscs Jual Beli Rumah

Proses jual beli rumah di Perum Perumnas dengan cara pembelian

secara tunai dan kredit akan berakhir melalui cara:

a. Untuk pembelian secara tunai

Setelah semua biaya yang dikenakan telah dibayar secara lunas
kemudian pihak konsumen dan pihak Perum Perumnas datang ke
notaris.

Di depan notaris lalu mendaftarkan adanya perjanjian jual beli -
rumah untuk dibuatkan sertifikat pembelian rumah.

Setelah selesai ke notaris, kemudian oleh notaris dibuatkan akte
jual beli yang jangka waktunya + 1 bulan.

Setelah akte jual beli selesai diproses diadakan serah terima

sertifikat rumah kepada konsumen.

b. Untuk pembelian secara kredit

Pertama mengajukan permohonan pembelian secara kredit
dengan mengisi formulir yang disediakan di Perum Perumnas.
Kemudian pengembalian formulir ke Perum Perumnas, yang
kemudian oleh Perum Perumnas formulir permohonan kredit
tersebut disertakan ke BTN sebagai penanggung KPR

Oleh BTN diadakan seleksi, setelah permohonan lolos dari
seleksi kemudian diadakan wawancara oleh pihak BTN dengan
pihak konsumen, setelah wawancara kemudian diadakan Rapat

Komisi Kredit (Rakomdit) jangka waktu 1 minggu, dari hasil
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Rakomdit kemudian diberikan putusan adanya _KPR dengan
jangka waktu 3 hari. |
- Dalam KPR terdiri dari: notaris, BTN, dan konsumen. Dan para
pihak ini menandatangani perjanjian kredit di depan notaris.
- Kemudian proses pembelian secara kredit ini berakhir setelah
dikeluarkannya surat perjanjian kredit.
Berdasarkan keterangan konmsumen (pihak pembeli) rumah di
Perumnas Tlogosari Semarang;:
Bahwa pembelian rumah di Perum Perumnas Semarang sebagaimana telah
dikemukakan oleh pihak penjual (pihak Perum Perumnas), dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu sistem tunai dan kredit. Dan dalam pembelian ini
diberikan pula fasilitas-fasilitas sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak

penjual ?®

Ketentuan-Ketentuan Yang Harus Diperhatikan Dalam Jual Beli
Rumah Di Perum Perumnas Regional V Semarang
Dalam jual beli rumah ini ada beberapa praturan yang digunakan
sebagai dasar hukum pembangunan dan jual beli rumah oleh Perum
Perumnas, yaitu:
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.
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- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1974 Juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun-1988 tentang Dasar Pendirian
Perum Perumnas.

- Peraturan Pemerintah Nomor 146 ;I‘ahun 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Baraﬁg Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang
dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- Peraturan Pemerintah RI No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau
Bangunan.

- Keputusan Presiden Nomor 225/ M Tahun 2001.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang
Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan
atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
458/KPTS/M/2001.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun
Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta

Perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan

nilai.

% Bpk. Mardiyono, pihak pembeli, Perumnas Tlogosari Scmarang.
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- Keputusan Menteri Pemukiman dan  Prasarana Wilz.lyah Nomor
139/KPTS/M/2002 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman
dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR
Bersubsidi). |

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP ~227/PJ/2002 tengang Tata
Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan
dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

- Keputusan Direksi yaitu Dirut/0025/KPTS/10/89 mengenai Dasar
Pendirian Perumahan pada Tingkat Cabang.

- Surat Edaran Nomor: SE — 22/PJ.SI/2002 tentang Pengenaan pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Tanah dan atau Bangunan oleh

Pengusaha Bidang Real Estate dan Industrial Estate.

C. HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
DAN CARA PENYELESATANNYA
1. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat
Dalam proses jual beli rumah di Perum Perumnas Regional V
Semarang tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Kadangkala antara
penjual (pihak Perum Perumnas) dan pembeli muncul suatu permasalahan
yang dapat menghambat terjadinya jual beli. Faktor-faktor penghambat
jual beli tersebut diantaranya adalah:
a. Konsumen minta pengembalian uang muka pembelian rumah, namun
pengembalian uang muka ini dikurangi dengan uang tanda jadi. Ini

disebabkan karena konsumen tidak mampu melunasi harga rumah.
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b. Adanya bunga komersial dari pihak bank pemberi krpdil schingga
mengakibatkan biaya angsuran rumaﬁ menjadi lebih tinggi dan
memberatkan konsumen.

c. Adanya pembatalan dari pihak Pémm Perumnas sendiri, karena tidak
adanya kelangsungan pembangunan rumah.

d. Selain hal-hal diatas, permasélahan yang pernah muncul adalah adanya
peralihan kewajiban pembayaran kredit yang tidak diberitahukan
kepada pihak Perum Perumnas.

Contoh kasus:

Seorang pembeli rumah di Perum Perumnas dengan nama Ahmadi
telah melakukan perjanjian jual beli dengan pihak Perum Perumnas,
Ahmadi membeli rumah dengan sistem KPR (Kredit Perumahan
Rakyat) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 tahun. Setelah
berjalan 1,5 tahun, Ahmadi merasa berat untuk membayar angsuran.
Kemudian Ahmadi menjual rumah tersebut kepada Pardi. dan Pardi
sendiri membeli rumah Ahmadi dengan syarat bahwa Pardi tetap
meneruskan angsuran rumah. Oleh pihak Ahmadi dan Pardi berjanjian
jual beli rumah yang mereka lakukan tidak mereka beritahukan kepada
pihak Perum Perumnas dan pihak bank pemberi kredit. Maka pada saat
angsuran kredit yang terakhir, sertifikat rumah yang keluar bukan atas
nama Pardi tetapi masih atas nama Ahmadi. Sertifikat rumah ini tidak
dapat langsung dilakukan balik nama, karena pembeli rumah tidak

melakukan aplikasi kepada bank selaku pemberi kredit dan pihak
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Perum Perumnas sclaku perusahaan yang mcmbcrikan scrtifikat
rumah.”’ |

Menurut keterangan pihak pembeli lainnya:
“Permasalahan yang lain yang pernah terjadi adalah yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta masalah
yang berkaitan dengan bangunan fisik rumah. Namun, semua masalah
yang timbul bila masih menjadi tanggung jawab Perum Perumnas

diusahakan sesegera mungkin akan diselesaikannya.”

Kantor Perum Perumnas mempunyai bagian-bagian khusus yang
menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam jual beli rumah
di Perum Perumnas. Dan scbaik mungkin sctiap permasalahan itu akan

diselesaikan secara damai.

. Cara Penyelesaiannya
Perum Perumnas sebagai developer dan penjual rumah berusaha
untuk memberikan solusi-solusi atas setiap permasalahan yang ada, selama
masih berkaitan dengan tanggung jawabﬁya sebagai penjual.

a. Untuk masalah yang berkaitan dengan pengunduran diri konsumen
dalarﬁ hal kredit rumah, maka pihak Perum Perumnas akan
mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan kepadanya dengan
catatan bahwa uang muka tersebut tidak dikembalikan seluruhnya,

tetapi dikurangi dengan sejumlah uang yang merupakan tanda jadi.

% Bapak Soepardi, Perumnas Sendang Mulyo, Semarang.
% Bapak Sriyono, Perumnas Pucang Gading, Semarang,
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Olch sebab itu, uang muka yang berjumlah 60 % dari harga rumabh ini
akan dikurangi dengan biaya-biaya admirﬁstrasi sebagai ta;\&a jadi.

_ Hambatan lain yang memberatkan pihak pembeli adalah adanya bunga
bank komersial yang cukup tiﬁggi. Untuk itu Perum Perumnas
berusaha memberikan kelonggaran kepada calon pembeli dengan cara
memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjuk bank mana
yang akan mereka pilih untuk meminjamkan dana guna membayar
harga rumah di Perum Perumnas.

. Mengenai masalah yang berhubungan dengan  penundaan
pembangunan perumahan, oleh Perum Perumnas para pemesan rumah
maupun calon pembeli yang telah membayar uang muka akan diberi
pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Perum
Perumnas memberikan pertimbangan seperti ini karena adanya
penundaan pembangunan ini bukan kemauan pembeli maupun
pemesan rumah, tetapi kemungkinan karena adanya ketidakjelasan
status tanah. Maksudnya adalah tanah yang nantinya akan
dipergunakan untuk mendirikan rumah belum sepenuhnya dapat
dikuasai oleh Perum Perumnas.

. Namun bila permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembayaran
angsuran kredit rumabh, hal tersebut bukan lagi menjadi tanggung
jawab Perum Perumnas sebagai pihak developer sekaligus penjual.
Masalah yang berkaitan dengan angsuran kredit ini merupakan

' permasalahan antara pihak pembeli dan pihak bank pemberi kredit
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sebagai penanggung dana pembayaran rumah. Menurut keterangan
Bapak Suyudi : |
“Bilamana pihak pembeli tidak membayar angsuran selama 3 bulan
berturut-turut, maka bank pembeﬁ kredit akan mengeluarkan surat
teguran scbanyak 3 kali. Dan apabila setclah mengeluarkan 3 kali
surat teguran, tetapi tidak pernah ada tanggapan dari pembeli, maka
secara tegas bank pemberi kredit akan mengadakan penyitaan rumah
dan kemudian rumah akan dijual oleh bank.»*'
Jika terjadi penjualan kembali rumah oleh pihak pembeli, maka ada

2 (dua) cara pembayaran, yaitu:

(1) Bila rumah dijual tunai, maka yang mempunyai kewajiban untuk tetap
membayar angsuran rumah adalah pembeli pertama bukan pihak ketiga
sebagai pembeli berikutnya.

(2) Apabila pihak ketiga yang membeli rumah itu dengan syarat kredit,
maka pihak ketiga itulah yang tetap meneruskan angsuran kredit
rumah.

Dan untuk setiap adanya peralihan pemilik atau penjualan kembali rumah

~ yang dibeli dari Perum Perumnas selama pembayaran rumah belum lunas,

maka pembeli mempunyai kewajiban untuk melapor/ memberitahukan ke
pihak Perum Perumnas dan pihak bank agar tidak terjadi kesalahan dalam
pembuatan sertifikat rumabh.

Setiap permasalahan yang terjadi dalam jual beli rumah di Perum

Perumans akan diselesaikan sendiri oleh Perum Perumnas dengan pihak
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yang terkait dalam jual beli terscbut. Perum Pcrumnas juga bekerjasama
dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan sarana ;lan prasarana
akan berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara
damai, tanpa ada campur tangan pihak lain di luar perjanjian jual beli.
Untuk masalah yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan
prasarana, contohnya saja mengenai aliran air yang belum mengalir,
Perum Perumnas bekerja sama dengan PDAM (Perusahaan Daerah Air
Minum) akan menyediakan tanki-tanki air selama air belum
mengalir. Dan untuk permasalahan yang berhubungan dengan keadaan
fisik bangunan, sebenarnya Perum Perumnas memberikan waktu selama
100 hari setelah adanya KPB agar calon penghuni memeriksa dan meneliti
keadaan rumah. Apabila ada ketidaksesuaian —antara keadaan fisik
bangunan dengan apa yang tertera dalam perjanjian, maka pembeli dapat
meminta pertanggungjawaban dari pihak Perum Perumnas bila belum

melewati jangka waktu yang ditentukan.

D. ANALISA DATA
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis
lakukan di Kantor Perum Perumnas Regional V Cabang Semarang ini dapat
penulis rumuskan sebagai berikut:
Bahwa Kantor Perum Perumnas sebagai pihak Developer perumahan

bertugas untuk menyediakan perumahan dalam berbagai tipe dan ukuran.

31 Guyudi S.P., Kepala Pimpinan Perumnas Regional V Semarang.



sebagai pihak pengembang dan pihak yang membangun rumah, Perum
Perumnas: melakukan kerjasama dengan BTN dalam pemasaran perumahan
yang telah dibangunnya melalui KPR-BTN.

Dalam hal pemilikan rumah, pihak developer bekerjasama dengan
pihak bank meﬁgajukan dua (2) pilihan, yaitu: pemilikan rumah secara
.angsuran (kredit) atau pemilikan rumah secara tunai (kontan).

Pemilikan rumah yang dibayar secara tunai sendiri sebenarnya dapat
dilakukan dengan (dua) 2 cara, yaitu:
- Tunai yang benar-benar tunai dengan cara pembayaran sekali bayar, atau
- Tunai be.rsayarat yang cara pembayarannya dilakukan lebih dari sekali
bayar dengan meminta jangka waktu tertentu untuk melakukan pelunasan.
Contoh:
Harga rumah Rp.24.000.000,00, pembeli meminta waktu untuk melakukan
3 kali pembayaran dalam jangka waktu 3 bulan.
Bulan I uang yang dibayarkan 60% harga rumah = Rp. 14.400.000,-
Bulan 11 uang yang dibayarkan 20% harga rumah = Rp. 4.800.000,-
Bulan I1I uang yang dibayarkan 20% harga rumah = Rp. 4.800.000,-

Dan pada kenyataannya pelaksanaan jual beli rumah di Perum Perumnas
tidak selalu berjalan dengan lancar. Jika suatu hambatan terjadi, maka pihak
Perum Perumnas akan berusaha menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut
selama tidak menyimpang dari isi surat perjanjian. Sedangkan untuk masalah
yang timbul diluar perjanjian yang ditentukan, maka hal itu bukan lagi

menjadi tanggung jawab Perum Perumnas.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan:

1.

Perum Perumnas yang bertindak sebagai pihak developer sekaligus pihak
penjual dapat melakukan penjualan rumah dengan 2 (dua) cara yaitu cara
kredit dan cara tunai/ kontan. Dan cara kontan ini sendiri dibagi menjadi
dua, yaitu: kontan yang benar-benar kontan, artinya dibayar langsung
sccara tunai dan kontan bersyarat, artinya ada kelonggaran waktu untuk
melunasi harga rumah.

mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di Perum Perumnas apabila
masih menjadi tanggung jawabnya maka dapat diselesaikan langsung
dengan pihak Perum Perumnas. Namun, mengenai masalah pembayaran
angsuran kredit bukan lagi menjadi tanggung jawab Perum Perumnas
tetapi merupakan tanggung jawab antara pembeli dengan bank pemberi

kredit itu sendiri.

3. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan:

- Permintaan dari konsumen agar diberikan pengembalian uang muka,
maupun
- Adanya pembatalan perumahan, maka dapat diselesaikan sendiri oleh

PERUM PERUMNAS.
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Namun untuk permasalahan mengenai:
- Adanya bunga bank komersial yang cukup tinggi, maupun
- Masalah peralihan kredit, maka hal ini dapat didiskusikan antara

konsumen dengan pihak bank pemberi kredit itu sendiri.

B. SARAN
1. Bahwa Perum Perumnas dalam memberikan kredit perumahan kepada
rakyat janganlah terlalu banyak persyaratan yang dapat membebani
seseorang sehingga sulit untuk memiliki rumah.
2. Bahwa Perum Perumnas s.ebagai pihak penjual sebaiknya merundingkan
kembali dengan bank pemberi kredit agar dapat memperpanjang jangka
waktu pemberian kredit sehingga pembayaran angsuran kredit tidak

memberatkan pembeli.
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KETERANGAN :

1. KEGIATAN 1 : PEMBERIAN NOMER REGISTER.

Oleh : Urusan

1.1. Terima Formm Dan Pemohon dan Surat Pernyataan.
1.2. Berikan nore: register pada Form Data Pemohon dan Surat

Pernvataza.

Penjualan.

1.3. Teruskan kenxia Urusan TU dan Keuangan.
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3.3.

KEGIATAN 2 : PENERIMAAN UANG TANDA JADL
Oleh : Urusan TU dan Keuangan.

2.1. Terima uang pembayaran dan Calon Pembeli sebagai Tanda Jadi.

22. Cek jumiah.

3. Bual dan berican tanda terima tanda jadi kepada Calon Pembeli.
2 4. Kembalikan terkas Data Pemohon dan Surat pernyataan ke Urusan

Penjualan.

KEGIATAN 3 : PENERIMAAN DAN PENCATATAN.
Oleh : Urusan Penjualan.;

O =

1,0 Y23 02

(P N |

PROSEDUR PENGEMBALIAN TANDA JADL

. Terima Berkz: Surat Pernvataan dan Data Pemohon.
. Catz: dalxm 3uku Master Penjualan.
. Berikan copy t2mbusan ke Calon Pembeli

Prosadur Penzem-zlian Tanda Jadi dapat dilihat pada halaman berikut :

v
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CALON PEMBE! TS AR ADMIN & KEU KETERANGA!
1. Kegiatan : PEMBUATAN SURAT PEMBATALAN.
Oleh : Crusan Penjualan.
TN PEMBATALAX _
1.1. Buat surat pzmberitahuan pembatalan (lihat Form : PJL-05) yang
ditujukan kepada Para Calon Pembeli. berdasarkan informasi
3 mbatalan p2mbangunan. '
", BUA SURAT PEMBE- DATA TANDA TERIMA Pt : g )
IAFAN FOBATALAN UANG TANDA JADI 1.2, !\.l.u.uakan tanca tangan kepada Kepa!a Unit.
! 1.3. Kirimkan kepzda Para calon Pembeli.
1 1.4, Teruskan kepaia Urusan Keuangan.
j - v .. i . .
——Y—— | RCPERTAHAS 1. PERSIAPKAN PENGEM- TERMASLK MUJéSI 2. Kegiatan 2 : PERSIAPAN PENGEMBALIAN UANG TANDA JADL.
g‘-"gﬁﬁfi‘j?’l‘\ ~TMBEAAN | 1| BAUANUANG TANDA > m%%‘m Oleh : Urusan TU dan Keuangan.
et MP' CABANG Lakukan persiaran pembavaran pengembalian Uang Tanda Jadi.
m AR TERIMA PENGEM. berdasarken Sura: Pamberitahuan Pembatalan. baik dari segi uangnya
| ORAT RN ! BALIAK UANG TANDA miaupun Tand: Terimz Pengembalian Uang Tanda Jadi (lihat Form : PJL-
T | UADIUANG PESCEMBALIAN 06). Termasuk dic:lam kegiatan ini adalah proses mutasi dan permintaan
, dropping uang da~ Kantor Cabang. .
v < i o .
. Y : - ) ¢ { - 3. Kegiatan 3 : PENJELASAN DAN PENYERAHAN.
—— I RZRICAN SENILASAN DAN LAKUKAN PENVERAHAN - .
;'E\.:-:'.:::.:\T'E\?- S _f ERIKAN PENELASAN DA ] Oleh : Urusan Penjualan.
; l 3.1. Berikan pen-:lasan kepada Para Calon Pembeli alasan-alasan
v 3 .
v pembatalan p:rabangunan rumah tersebut.
d 2Y TAD Iy ASLI TANDA TERIMA . = S, . .
} - SR PERN Tase %&xﬁ?\c Imemmg UANG 3.2. Berikan pengzmbalian Uang Tanda Jadi, dan mintakan tanda tangan
TeNDa e T D TANDA JADY dari Para Calon Pembeli pada form Tanda Terima Pengembalian Uang
DN TANG: 1O . ;. - Tanda Jadi.
.t\cgﬁﬁ:ﬂ‘ : 3.3. Teruskan form Tanda Terima Pengembalian Uang. Tanda Jadi ke
S i et \ / Urusan Kenargan untwk dibuat pembukuannya.- -
AREF INTX LPAIING ARSIP UNTUK UPDATING
DAT FMLe® DATA UANG TANDA JADI
TANA JAD
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KETERANGAN

1. Kegiatan 1 : Pe;:yiaban Surat Pemberitahuan Penandatangan PPR
dan PPR :

Oleh : Crusan Penjualan

1.1. Siapkan suzz: Pemberitahuan Penandatangan PPR (Lihat Form :
PIL-07) : :
1.2. Minwkar, tzniz tzngan Kepala Unit

15
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1.3. Siapkan PPR dengan mengisikan data pemohon ke dalam formulir
PPR (lihat Form : PJL-08) ) ‘

1.4. Kirimkan Sura: Pemberitahuan Penandatangan PPR kepada Para Calon
Pembeli.

Kegiatan 2 : Penjelasan dan Penandatangan PPR
Oleh : Urusan Penjualan

2.1. Berikan penjeizsan kepada Calon Pembeli mengenai maksud adanya
PPR. serta klzusul-klausul vang ada dalam formulir PPR tersebut.

2.2. Mintzkan tand: tangan kepada Calon Pembeli can Kepala Unit.

2.3. Serahkan sata” saru PPR tersebut kepada Calon Pembeli.

Catatan : Sebelum penandatangan PPR. sebagian uang muka harus
dibavz-can. Jika terjadi proses pelunasan uang muka maka
pakail:h prosedur penerimaan tanda jadi.

v
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V. PENJUALAN SECARA TUNAI

CALON FEMBE URUSAN URUSAN
PENTUALAN TU & KEUANGAN NOTARIS
! JERYAS CALON PEMBEL!
T SIAFRAN DATA CALON
? DATA CALON PEMBEL!
| PEMZELI LNTUK NO-
__-__-5_‘_____
L S 4
THNG PELUNASAN KONFIRMAS! WAKTU [ ;
DeN SUPKAN SLPAT| 'JERSE":"N ":“E]
PN OILAN ‘
©SURIT PEVBERITSAL SURAT PEMBERITAHUAN
© PELENASEN DA RaNG PELUNASAN DAN PANG-
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G PSRN KA 3E s PERJANILAN JUAL BELL
w
3. BUAT TANDA TERIMA
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PRGN Pl YARAN
— ¥ ,
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LopmoNasay ma PETNASAN PEMBA- PELUNASAN PEMBA-
H V13N - YARAN YARAN
ARSIP ; UNTUF UPDATING
DATA KEJANGAN
v 4 4
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. L v
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% ARSP
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KETERANGAN :

1.

Kegiatan 1 :"Penyiapan Data Calon Pembeli Untuk Notaris.
Oleh : Urusan Penjualan.-.

1.1. Siapkan dara Caion Pembeli serta data rumah yang akan dijual dan
Surat Kepadz Notaris ( lihat Form : PJL-09).

1.2. Mintakan tania tangan kepada Kepala Unit.

1.3. Kirimkan Surt besenta data Calon Pembeli kepada Notaris.

Kegiatan 2 : Persiapan Penandatangan Akte.
Oleh : Crusan Penjualan. .

2.1. Hitung kawziiban-kewajiban Calon Pembeli untuk memenuhi syarat
penandaiangan Akte Jual Beli Bangunan dengan Penyerahan

2.2, Buat Surat Pancgilan Penandatangan Perjanjian Jual Beli ( fihat
Form : PJL-10 ) dengan. menyebutkan Kkewajiban-kewajiban
pembayasan :ang harus dilunasi.

3. Minwakar tanda tangan kepada Kepala Unit.

4. Kirimkar. keradz Para Calon Pembeli yang-dimaksud.

2 5. Berikan ‘aformasi kepada Urusan Keuangan agar dapat menyiapkan

penerimaan terntayaran.

R
.
2

Kegiatan 3 : Penerimaan Pelunasan Pembayaran.
Oleh : Urusan TU dan Keuangan.

3.1. Terima pelurasar. dari Calon Pembeli.

3.2. Buat tanda terimz pembayaran tunai (lihat Form : PIL-11), serahkan
kepada Pambeh.

3.3 Lakukan Upcaring data keuangan.

-

Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Penandatangan Perjanjian Jual Beli.
Oleh : Urusan Penjualan. .

Selenggarakan pesandatangan Akte Jual Beli Bangunan dengan Penyerahan
Penggunaan Tana: di depan Notaris, yang masing-masing diwakili Pembeli
dan Kepala Unit - berdasarkan Surat Kuasa Substitusi ). Notaris sebagai
Pejabat waki} Pererintah mengetahui dan mensahkan Perjanjian tersebut.
Kemudian bedka- sam Salinan perjanjian asli kepada Pembeli.
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= ’ ‘ 3 B [ PELLNASA | " PELUNASAN PEVBS:
) . YARAN
PN, A— A 3 =
Mmoo S WAVANCARA DAN DILANULT I TACS e TR COPY T0DA TERMA
| BB m——gp RARACARAANTARY XAN DENGAN RAPAT PENE- ; | PEINASY FEGA- FELINASAN PEMBA- PELUNASAN PEMBA-
| CALn PEVBELE DGX TAPAN PERSETUSUAN PER- ; I 1.t \ S YARIN YARAN
i 3ANLFEMEERI KR | MOHONAN KREDIT : | ARSIP : |UNTUK UPDATING
-1 YA o DATA KEUANGAN
‘ OKES” A 11 SLaBaN DCA CALON PERSIAPAN AKAD KREDIT |
—_—— R RAR
APJRAN INERNAL TIDAK | @S] UNTLK NOTARS, (BAGI BANK PEMBER! KPR-
2aST BAWANCARA PEMBUATAN PEMBERTIARUAN | 3G TONFRMAS] WAKTU PERSIAPAN AKAD JALL BELE
PENOLAKAN, KIRIM KE CALON i TAND: TANGAN AKAD R- (BAG! NOTARIS |
. { B!
' FEMBELI DAN KANTOR UKTT 5 L B DA AAD DT B
PERUM PERUMNAS . { SIRATPANGGES PE- | 730K PANGELAN - i
~ENdAl ! - i NODATENGAN TR © U NaACATANGAN PER-
v SURAT PEMBERITAHUAN POANIAN JUL BECDAN | aNTes JUAC BELI DAN
PSS EANKTNA ME- 5 PENOLAKAN KRR FRAIS G20 | FFus KREDT
NIKLT RS PN | ’ ‘ ~* —
'%n;ﬁu DENGAR - SERNGHAAKLY PENUNDATANGAN AKAD JUAL BEL!
P . 24\ AKAD KREDIT
MEAWPHTAN SRAT FRM-
AT FENULAKAN N ¥ ¥
, - AKAD KAL BE) - 8D F oL BEU - AKAD JUAL BELI
i AR - o {AD [XDIT - AKAD KRED
19 \V4
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Form : PJL 03

P2RTEMEN PEKERJAAN UMUM

D=
PERUM PERUMNAS

zysSrHaas UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Nomser : e nama kota & tanggal ......cceeeeeeenr
Lampiran :

Kepada Yth. i

Perihal : Pembar='an 22mbangunan Rumah Perum Perumnas di Lokasi ..

>~

wrt

~ .
> s - i

+veer. . i2%askan alasan pembatalannya .....ceeccsinecsesnecnecs
................................ je.askan alasan pembatalannya ..
................................ i2iaskan alasan pembatalannya

---------

Dengan ini diberahusan bahwa pembangunan rumah Perum Perumnas di
LOKAST wooeveecencrceesmmarsmmeesssanes DIBATALKAN

Untuk ite sesuai 62ngen katenwan pada Surat Pernyataan Nomer
1ANE LAl wcoenianirinenireainennnss . butir 5 dan 6, maka dengan ini Saudara diminta
datang untuk mepsrima oenoembahan Uang Tanda Jadi pada :

.................................

Kami mohor mzif eas pembatalan tersebut, dan atas perhatiannya kami
mengucapkan terima 1asit.

Perum Perumnads
Unit ceeveeneees nama 10Kasi veeereeenveneeeeeens

I3

B N L e S ey

- aey

© AR A DA

Bl AT R

Form : YIL U~

DSEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PERUM PERUMNAS

PETISAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertand: twneen dhewak m :

i Nam:
b Dekm..n
3. Abmz
4 Nomex KT? : ;
Dengzc ini v mecyeaian inen membed 1 (san unit mmathSB yang dibangun oleh Perum Perumnas,
Di Lo : Ti

e -
dengz horg: dar persvEac sesual Lateowan yang ! aLan ditetapkan lebih lanjut oleh Perum Perumnas.

Bersazz i pelx sz serymibkx vans kepad: Perum Perumnas sebesar Rp.
) sebagai Uang Tanda Jadi dengan ketentuan:
. Jia sevz memesobs persvanoe EPR des = Ilulus wawancara, Uzng Tanda Jadi diperhitungkan sebagai Uang Muka.
Ji sevi mepemdiran Gr: Gsoon alan apapun, S seluruh Uang Tanda Jadi menjadi Milik Perum Perumna
Fia s Gk mempemuin TS T \==dit o2 Bank Pemberi KPR (seielah wawancara), permohonan menjadi
pecal gir selzh Uzmg Tana Ja3 ska dikembalikan oleh Perum Perummas.
Fa sav: mempel: seare po. Uang Tenda Jadi dnpeﬂumngl\zn schaga: bagian pembayaran.
Jia provek ummmamw:.pﬂnlanm
s Uapg Tinde .umasmmolehPemmPem
6. Fa Uz Tods Jad mds oo N) g{m‘h mmah dalam waktu 3 bulan atau selambat-lambamya tangeal
e At
Sura: Pemyvzciar I tedjan: seix dnada tosani sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Panggﬂan
dani Parum Peramos ek penmcaaan Perjanjian Pemesanan Rung (PPR). Jika batas wakm tersebut terlam
sava e Sangex meumiikar I

a0 J:—-‘

i

Deriiiian pemyazs OT RY3 huar Ggar shenamya

rerremnenns N2 kota & tangzal

Diketzaui : S
Kepal:z Unt . ———— e Yang Membuat Pemyatazn :

_—_——-—_———_—_———_——.——-_——_——_———

Telah terma uang sehssar Rp [{ . )

Sabagxan Uang Tazdz [1di sesuai-dengan Surat Pernyataan NOMEEL : eeerreerrresesassssseses

Yang Menerima :

32
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Form : PJL 06

ARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DE?
?ERU PERUMNAS

ESRUZAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

TANDA TERIMA
PENGEMBALIAN UANG TANDA JADI

Telah terima dari Perum Perumnas Unit ....ooooeneeeeciienceennennces

pengembalian Uang Tanda Jadi sesuai dengan Surat Pernyataan Nomer
tanggal ... sebasar Rp. ccoevveecrinvecns (

........................................

v
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Form : PJIL 07

Nomer T e Nama Kotaftanggal .......ceeremennecnn:
Lampiran -

Kepada Yth. |

Perihul : Panggiizn Peazndatangan Perjanjian Pemesanan Rumah.

Sebagzai tinGax famput Z:o Surat Pemyataan Saudara tanggal
lentang rencand DEMDE Lan rumah Perum Perumnas di Lokasi ..

dengan ini S:udza ftndang unwk menandatangani Perjanjlan Pemesanan
Rumch (PPR- paia :

Ha-

Tarzgal

Jar

T2rpal e - serta dengan membawa uang sebesar :
Rp- cecceeemrenennnn B et aesne e ). sebagai pelunasan Uang Muka.

Jika padz wzeiu rrsstul Zan <ampai dengan 14 (empat helas) hari berikutnya
Saudara tidad. dJazzag 1oz pemberitahuan apapun. maka permohonan pembelian
rumah Saudam sz Jdengan Surat Pernyataan tersebut diatas- dinyatakan
batai. :

Alas periationns . divzaphan rrimakasih.

Perum Perumnas
UNIE ceeeeeecmreeeeseeeseeseses

..........................................

L i) oy ot ~ R T LT




PERUM PERUMNAS

INATIOMAL, VIIAN BRYREOPMINY ORPDIUATIING

KANTOR REGIONAL V

NOmor 3 RegaV/ 1oy /0472002

Lompleon & 1 (aulu) sat

Hnl : polaksnnnnn Pemborian KPR
Dangnn subsldl salislh bunga.

Yth. Para Manager Cabang
PERUM PERUMNAS Reglonal V
DI tempat

A2 2. April 2002

Menunjuk surat Direktur Operas] I nomor : Dir.Op.I/OSS/iO/IV/ZOOZ tanggal 8 April 2002
perlhal sesual pada pokok surat diatas, dengan Inl dapat disampalkan hal-hal sebagal

bertkut :

1. Bahwa Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah telah menerbitkan surat keputusan
nomor : 139/KPTS/M/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pengadaan Perumahan dan
permukiman dengan dukungan fasllitas kredit pemillkari rumah bersubsldl (KPR

Bersubsid!).

5. Sasual hutlr 1 (satu) diatas hahwa pemerintah telah mengtipayakan adanya KPR subsld!

sallslh bunga untuk RSS T.21, 36 dan RS 1,21, 27, 36.

1, Bobarapa hal yang periu diperhatikan dalam SK. dan parlu adanya penjelasan kapada
colon konsumen agar tidak adn pormasalahan dikemudian harl aclalah §

« Sosual wilayah kerja Perum Perumnas Roeglonal V maka i

» Jawa Tengah, D.L. Yogyakarta - t Wilayah I
» Kallmantan Selatan & Timur

+ Wilayah 111

« Tipe rumah s/d Jangka waktu dituangkan dalam tabel dibawah Inl :

gg;a;shgdjésd Maks. Harga Jual um Maks. Kredit Eﬁ\?ﬁﬁfﬁﬁﬁﬁéfﬁiﬂéﬁmdﬁ W
TIPE “Wilayah Wilayah % |, _ Wiayah Tahun ke Th.

D O 00! 1 111 opre g I 1 2 3 4 5 6
RSS . " e “» - . .-.,‘ B o) ] > '
T.21 525 540 |-13.450 14.000 | 10| 12.105 12.500 | - 10 11}. 12 13| 155| *.| 15]-
T.36 758 810 | 19.850 | 20.600 | 12 17.468 | 18.128 12 | 13.5| 14.5 | 16.5 ¥ ¥ 15
RS | .- !
T.21 945 | 1.070 3'21,350 24.200 | 12| 18.788 21.296 13 14| 15| 165 | ¥)| 15
T.27 | 1.220| 1.300 &QS.SS,Q 26.600 | 12| 22,484 23.408 | 14.5| 15.5 16.5 *) *) | *) 15 |.
T.36 | 1.500 ] 1.725 K 31.700 34200 | 1571 26.945 | 29.970 *) *) *) *) ¥ | ¥ | 15
*) Suku bunga mengikuti pasar7 komersiel .

RSS .../ 2

Alamat : JI. Wilis No, 23 Telp./Fax. : (024) 831 5264, 8314949, 8314029 Scmarang 5023/ c-mail : ;icnlmS@indosat.ncl.id




Telah terima dari P2rum Perumnas Unit

pengembalian Uang Tanda Jadi sesuai dengan Surat Pernyataan Nomer
tanggal

v

Form : PJL 06

ARTEMEN PEKERJAAN UMUM

H]
E M PERUMNMNAS

SSRUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

TANDA TERIMA

PENGEMBALIAN UANG TANDA JADI

.................................

.............. sebesar Rp. coeeevevevcnveenes (evnnreeniecietee st
........... nama kota & tanggal ...........
> Nama + : ... S R
§
Alamat

...................................

Tanda tangan

...................................

Form : PJL 07

2

31}

ARTEMEN PEKERJAAN UMUNM

E M PERUMNMNAS.

s=F_SA<AAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Nomer P PPOROOR Nama Kota/tanggal ....coeveveemeennnes
Lampiran .

Kepada Yth. '

Dengan Hormat.
Perihul : Panggiizn P:nzndatangan Perjanjian Pemesanan Rumah.

Sebagai tingaa faziet fo- Surat Pemyataan Saudara tanggal
{entang rencema pemd:ian rumah Perum Perumnas di Lokasi
dencan ini S:udze Zuniang untk menandatangani Perjanjian Pemesanan
Rumah «(PPR- pali : :

|2

Tarzgal o

Jam

Tempal e serta dengan membawa uang sebesar :
|23 T 5, O ). sebagai pelunasan Uang Muka.

Jika padz wziie t:rseTut Zan <ampai dengan 14 (empat helas) hari berikutnya
Saudara tidal, dazzng 1npe pemberitahuan apapun. maka permohonan pembelian
rumah Saudam wsme Jengan Surat Pernyataan tersebut diatas: dinyatakan
batai. .

Atas permationnn o diszaphan werimakasih.

Perum Perumnas
U cevereieeceereieneeeneseens

..........................................
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Form : PJL 08

PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH

NOMOR :

Pada hari ini .eeeeiceeinnnnnes 1anggal ...oovveneieieenns bulan ..ociveiiiennneeens tahun

seribu sembilanmams ceiinens yang bertandatangan dibawah ini :

L NAMA T coeeeeeereermcossemmems st ss sttt st st s s ssCsr e
Jabatan ¢ Repaa Uil Cabang .............

sruerm Perumnas.

Berdasarkan Suror Kizzie Kzpala Cabang NOMOT @ ocieiniiiinnnimsssecncnsianiseenes
L1 V--0: SRR dalam hal ini bertindak unwk dan atas nama
Perusahaan Umam Pemzangunan Perumahan Nasiona! (Perum Perumnas) yang
selanjumya dissbut POEAR PERTAMA.

> r
. Nama  reeeereseeesestesareseneesssnanaessnareat i A
Tempat Tinggz e veiretesteatessessesbeesteseeeieiiirReeassneasttssatesersraaestsssas
NO. KTP/NIPNRD © et tsssessassns s b iansnsa st sasese
Pekerjaan  eemeeetesesessesteseeseessessessessssmestsesiesiatesRtsesRsasteienetobess
AlAMAl PEE2TRAIT | ot s st e

Dalam hal ini bartinéak tnzuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDU ~.

Dengan ini kedx2 belab rihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemesanan
rumah sebanvak I (sam unii berikut penyerahan penggunaan tanahnya dengan
ketentuan-ketensian sebzgai berkut :

Pasal |

KETENTUAN UMUM

(1) Perjanjian Pemnzsen:t Rumah  ini untuk sebanyak 1 (satu) unit yang
selanjumye disagizz Perjanjian. adalah perjanjian yang mendahului
Perjanjian Jual 3eii Rumah dan Penyerahan penggunaan tanahnya.

36

(2) Sesuai d_engan Kerznwuan dalam Pasal 1 ayat (1) perjang.an ini, maka.
selama jangkz wzktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 3.
ked.udL}k:m PIHAK KEDUA adalah sebagai Calon Pembeli.

(3) PIHAK PERTAMLA akan menjual kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menyatakzan sanggup akan membeli | (satu) unit rumah milik
PIHAK PERTAMA. unwk dipergunakan sebagai tempat tinggal PIHAK
KEDUA.

(4) Apabiia PIHAK K=DUA dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA bersama-
sama dengan Ban). Tabungan Negara (BTN)/Non BTN telah memenubhi
parsvaratan unmk canat memperoleh Kredit Pemilikan Rumah dari Bank
Tabungan Negarz KPR-BTN)/KPR Non BTN maka PIHAK KEDUA
wajib mengadakan menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Akad Kredit
Pemilikan Rumah (XPR) pada waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh
Bank Tabungar Nzzara‘non BTN.

Pasal 2

¥

KEADAAN DAN LETAK RUMAH

?(?adaan dan lefak rumz2 serta data-data rumah sebagaimana dalam perjanjian
ini adalah sebagar berikut :

Lokasi 7 Unit

Type .

Luas tanah Standarc
Perkiraan Kelebthan : i
Luas Tanah (KLT) U SR

R )|
Pe_ngisian Nomor Dzftar Rumah (NDR) disesuaikan dengan bunyi Pasal 5 aya.t

( 5) parjanjian ini. : |

..............................................................................

........................................

..........
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DAFTAR HARGA JUAL

RUMAH DAN KAPLING TANAH MATANG (KTM)
WILAYAH JAWA TENGAH & D.I.. YOGYAKARTA

HARGA MAKS. | UANG ANGSURAN T BLN HARGA | SUKU
LOKASI TYPE DMJ JUAL KREDIT |  MUKA 5TH l 10 TH T5TH | KLT/KTM | BUNGA KETERANGAN
Rp. Rp. | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. %
q "
Senaratly .
@ 591162 | 14 | 229,890,000 129,990,000 |Hrg. bim termasuk :
T RM.83/182 | 14 | 261,600,00( 161,600,000 BPHTB 5%, Proses
3 KTM § 9 - j - « i bank, AJB+Not, Sertf
.]"mgh ? KTM = .‘98‘14_ === ‘ 5 3 Hrg. bim termasuk
KTM 14 - - - PPN 10 %, BPHTB,
g"mphony URTM | 1B i BN ] AJB, Bia. Sertifikat

| Untuk Rumah :
|Bunga 12 % adalah
bunga subsidi s/d
bulan April 2002

4430 | 40143 |

23,000,000 | 11.100,000 j
449,430 | 401,493

Bukit Sendang Mul R A Lot
e 10| 35500000 | 23000000 | 12500000

10 23,000,000 | 13500000 | | 449,430 | 401493
) - S "|Harga belum termasuk
! - 6 19, 200 DDCI 14,000,000 5,200,000 171,295 | |biaya proses bank
RE2172 | 6| 20200000 | 14000000  6.200.000 171,205 | _
T RN I T L 200,000 | 23,000,000 | 10,200,000 | € 430 | 401,493 " 1950 |Untuk KTM :
RS 36!’93 14 3-1 500. 000 23,000,000 1 EJQO,QDQ_ e 449,430 | 401,493 | 100 000 . 19 50 Hrg bim termasuk
KTM 14 2 %, ) 100,000 : | PPN, Notans, Biaya
KTM 18 B Sertifikat

=T
Bumi Leyangan Damai | kT | 12
_Rs2172 6| 17.500000 | 12.000‘000 | 1769841 | 146,824, 45000 |  12.00

40357 | 366,583 | 65.000 | 50 |Hrg. blm termasuk
449,437 | 401,498 75,000 | 1850 [BPHTB 5%, Proses
bank, AJB+Not, Sertl

24,000,000 468,972 418,952 )
: ; 28,626,000 741,849 ) |Hrg. bim termasuik
Bumi Pucang Gading _ 3-9:10079_00' i X 77‘?.1 .?21 PPN 10 %, BPHTB,

_|AJB, Bia. Sertifikat

" KTM-153

HKuous

T23000,0007 17,000,000 | | BOUCO0] 468503 832188
17.000.000 | 7.000,000 | 488,503 | 332.1€8 |

'|"21,000,000 | - 13,500.000 | 578,739 | 410349
31,000,000 | * 14,750,000 | 578739 410349

RS 2172 __

Gondang Manis

Solo

Bumi Wonorejo Indah

R
T2.760,000] 7,190,000 | 281,108 |  178.344
, " 8320000 | 281,108 | 179,344

18,340,000 179,344
9,590,000 | 79.344
£,480,000 179,344

10.740.000 L8344t
; “{g.760,000 | 10,340,000 386,119
31,450,000 ,000 386,119

Cilueay

100,000

Griya Tegal Asri 8| 15,400,000 | 3,850,000 | 356,008 |
8 "15.400.000 4,600,000 | 356,010 | 227,130
6
) ) T 75.000
Pekalongan
Bumi Slamaran Indah DT i (Y, o DO VLV VTN, ——
RS.21/72 17.000,000 | 12.000.000 5,000,000 176,984 146,824 70,000 12.00

8
ggy!{ﬂfﬂffﬁ‘[ﬁhm QQS}(, Y. b Qoo =) W&Eﬂéw-}ﬂ-.

Bumi Guwosari Indah 'RSS.36/60 6 121,151 108,229 43,000 19.:0,‘, Harga sewaktu-wakt
RSS36/60-T| 6 ...121,151 108,229 43,600 1950 |gapat  berubah  tanp
RS 21/72 6 a3, 385 2 o e 2029 1 namberitahuan lebih dahul

Bukit Trimulyo Permai RS.21/72 5 413385 261,844 19.50

Harga sewaklu-waktu dapal
berubah tanpa pemberitahuan.




